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ABSTRAK 
LISA, (B11109168) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
MELAKUKAN PERSETUBUHAN ANAK (Studi Kasus Putusan No. 
1169/Pid. B/2012/PN. Mks), dibawah bimbingan Aswanto sebagai 
Pembimbing I  dan  Amir Ilyas sebagai Pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
ketentuan pidana materil tentang tidak pidana melakukan persetubuhan 
dengan anak di bawah umur (Studi Kasus Putusan No. 1169/Pid. 
B/2012/PN. Mks), dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuh pidana penjara dan denda dalam putusan tersebut. 
Penelitian dilakukan pada Kantor Pengadilan Neger Makassar 
dengan teknik penelitian observasi atas kegiatan persidangan, dan 
wawancara dengan hakim aggota. Hasil pengumpulan data primer dan 
sekunder dianalisis menurut metode kualitatif deskriptif, sehingga dapat 
memberikan gambaran tetang fenomena hukum yang terjadi. 
Hasil-hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 
penerapan ketentuan pidana materil terhadap kasus tindak pidana 
melakukan persetubuhan dengan anak, penerapan hukumnya telah 
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik 
berupa keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa yang 
semuanya bersesuan dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga 
mampu member ipertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat 
menerima saksi hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan 
hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
terdakwa dalam Putusan No.1169/Pid.B/2012/PN Makassar telah sesuai 
dengan KUHAP, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan 
terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, serta pertimbangan 
yuridis hakim dengan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan 
terdakwa, dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta 






Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat, hidayah dan taufiq-
Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan pembahasan 
ini dalam bentuk skripsi, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 
studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
Perlu dikemukakan bahwa dalam penelitian dan pembahasan 
skripsi ini masih dalam bentuk yang sederhana, dan tidak tertutup 
kemungkinan di dalamnya terdapat kelemahan dan kekurangan. Karena 
itu penulis bersedia menerima kritik sehat yang bersifat membangun demi 
kesempurnaannya. 
Selanjutnya Penulis aturkan terima kasih yang setulus-tulusnya 
kepada kedua orang tua, Ayahanda Syam B. Coa dan Ibunda Lenny 
tercinta yang telah membina, mendidik, membesarkan dan mengayomi 
Anakda tanpa pamrih, dan rela membanting tulang demi kebutuhan 
Penulis sampai saat ini, serta terima kasih yang setulus-tulusnya kepada 
saudara (i) kandung saya, Vhery, Liencard, Novia Liencard Sekeh, 
Wahyudi, Ary, dan keluarga besar penulis yang selalu berdoa yang 
terbaik untuk Penulis sehingga tibalah saatnya untuk menyelesaikan studi. 
Pada kesempatan ini pula rasa terima kasih Penulis kepada 
berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, 




Universitas Hasanuddin Makassar, dan selama dalam proses penulisan 
dan pembahasan skripsi ini. 
Selain dari itu pada kesempatan yang berharga ini penulis tidak 
lupa menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Idris A. Paturusi, Sp.B, Sp.BO., selaku 
Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya. 
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si, DFM.,  selaku Dekan 
Fkaultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan Pembantu 
Dekan I, II, dan III, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar. 
3. Bapak Mustafa Bola, S.H, M.H., selaku Penasehat Akademik 
bagi Penulis. 
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H, M.Si, DFM., selaku Pembimbing I 
dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H, M.H., selaku Pembimbing II yang 
selalu memberikan waktu dengan kesibukan beliau yang luar 
biasa untuk member bimbingan, saran, petunjuk, dan kritik yang 
membangun dari awal hingga selesainya skripsi ini yang Insya 
Allah selalu penulis ingat. 
5. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H., dan Bapak Prof. Dr. 
Slamet Sampurna, S.H, M.H., serta Ibu Hj. Nur Hazisa, S.H, 
M.H., selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan 




6. Para Bapak dan Ibu Dosen  dan seluruh Staf Bagian Hukum 
Pidana serta Civitas Academika Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin yang telah member ilmu, nasehat dan melayani 
urusan administrrasi. 
7. Seluruh pihak yang membantu Penulis dalam penelitian ini di 
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8. Bapak Dr, H. Zulfahmi, S,H, M.N, Wakil  Ketua Pengadilan Negeri 
Kelas I  Makassar. 
9. Sahabat-sahabat saya antara lain Zilva Sechan Bacmid, S.H., 
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BAB   I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
telah membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah 
meningkatkan peradaban dan sumberdaya manusia serta sumberdaya 
teknologi yang semakin canggih dan ultra modern. Sedangkan dampak 
negatif telah menimbulkan pencemaran sumberdaya lingkungan hidup, 
dan yang paling mencengankan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dalam berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagai 
mana nampak dalam interaksi sosial masyarakat dewasa ini.  Kondisi 
tersebut telah hampir merata baik di lingkungan keidupan pedesaan, 
maupun dalam kawasan kumuh dan elit di perkotaan. 
Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah 
menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan 
kekerasan, antara lain semakin merebaknya tindak pidana kekerasan 
terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga. Hal itu antara lain 
disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi keluarga, lingkungan hidup, 
pergaualan bebas yang kurang mengindahkan kaidah-kaidah moral dan 
agama, serta kurangnya pengawasan keluarga mulai orang tua baik 
suami maupun isteri, anak dan anggota keluarga lainnya. Semuanya  
perlu ditanggulangi baik secara prefentif dan persuasive, maupun maupun 




Kerasan terhadap anak di bawah umur dan perempuan sebagai 
isteri atau mantan isteri telah sering disaksikan, didengar, dan disaksilan 
langsung atau tidak langsung via media cetak dan elektronik. Kekerasan 
yang terjadi pada diri anak dan perempuan cukup memprihatinkan 
masyarakat, karena betapa keji pelaku kekerasan yang tidak lain adalah 
bukan pihak lain melainkan orang terdekat dari korban. Suatu sikap dan 
tingkah laku yang tidak terpuji, bahkan sangat tercelah dan biadab, 
sehingga harus diberi sanksi hukum yang setimpal.  
Kondisi korban kekerasan anak dan perempuan tergolong kejI dan 
tidak tidak berprikemanusiaa, serta tidak lagi mengindahkan norma-norma 
adat dan kaidah-kaidah agama yang berlaku dalam masyarakat. Para 
pelaku kekerasan hanya mengikuti nafsu yang kurang terkontrol, dan 
memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan benar tidaknya 
perbuatan yang dilakukannya, tidak berpikir jauh kedepan akibat buruk 
dari perbuatannya yang dapat merusak masa depan anak dan perempuan 
yang masih tergolong lemah dan harus dilindungi. 
Perlu ditelaah bahwa anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha 
Esa perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanani fisik dan mentalnya. 
Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang 
tua di rumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki 
sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang 
telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam rangka 
menyongsomg kelanjutan hidup dan masa depannya, hidup berumah 




Banyak faktor yang membuat sikap dan perilaku anak menjadi 
salah asuhan, antara lain maraknya penggunaan media sosial dunia maya 
jejaring sosial face book, dengan entengnya berkicau melalui jejarung 
sosial memperkenakan indentitas diri yang menarik untuk pertemanan dari 
pihak mana saja tanpa mengindahkan dampak negatif. Anak muda larut 
dalam belaian teman di dunia maya tanpa melihat kondisi nyata yang 
mungkin sebaliknya, setelah ketemu langsung dengan teman pujaan, 
ternyata sebaliknya mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan, 
ternyata ada yang berujung pada perkosaan minimal anak mengalami 
pelecehan seksual. Dalam konteks yang demikian siapa yang menyesal, 
malu, dan tidak dapat memulihkan harga diri, tentu anak itu sendiri.  
Bahkan lebih para lagi ada anak yang diajari oleh orang tuanya 
sendiri tentang cara penggunaan jejaring face book, hal itu dimaksudkan 
sebagai simbol kemampuan dan kehebatan keluarga dalam mengayomi 
anak dengan fasilitas yang lengkap dan canggih, dimana orang tua lain 
kurang mampu menyamainya demi gengsi. Akibatnya apa, anak menjadi 
labil, ia larut dalam pertemanan dunia maya, kehadirannya di depan 
internet semakin inten, pelajaran sudah dabaikan, nasihat orang tua telah 
dinistakan, yang penting kicauan twiter lebih mengasyikkan, sehingga 
anak terdorong untuk bertemu langsung pada time dan place yang telah 
disepakati. Dengan demikian terjadilah apa yang tidak diharapkan oleh 
anak perempuan yang masih labil pikirannya, terpaksa menuruti kemauan 
pasangannya. Setelah transanksi buaian dengan segala konsekuensi 




Ilustrasi yang dikemukan di atas banyak ditemukan dalam interaksi 
sosial masyarakat, khususnya dalam pergaulan anak remaja dewasa ini 
yang tidak lagi terdapat perbedaan di kawasan perkotaan bahkan telah 
merambah hingga di pedesaan dewasa ini. Sehubungan dengan itu cukup 
menarik apa yang telah dikemukakan oleh Zukhairi (2010 :13) bahwa: 
“Maraknya penggunaan media dunia maya jejaring sosial saat ini, sangat 
diganrungi warga masyarakat terutama di kalangan kawula muda. Hal ini 
telah mengindikasikan betapa dunia maya telah menjadi sumber inspirasi 
yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang yang didominasi 
oleh remaja. Namum demikian perlu dicermati dampak negatif yang 
ditimbulkan antara lain orang tua jangan lalai mengontrol anak-anaknya 
dalam pergaulan bebas yang menjurus amoral“. 
Hendaknya para orang tua membina dan mengarahkan anak-anak 
nya untuk tidak larut dalam dunia maya, meskipun anak diberi laptop, 
joibook  dan handphon yang canggih dengan segala fasilitasnya. Orang 
tua perlu mengontrol secara persuasif tanpa harus memonitor anak setiap 
saat, melainnkan selalu mengikatkan anak agar tidak terbuai dengan 
pertemanan dunia maya yang mengasyikkan sekaligus menyesatkan. 
Tanpa upaya yang demikian itu maka sulit diharapkan anak memiliki 
prospek kehidupan yang baik, bahkan ada kemungkinan seorang anak 
cenderung memiliki perilaku yang negatif dan meresahkan orang lain di 
sekitarnya. Berawal dari hal yang demikian menjadi cikal bakal terciptanya 
perilaku anak yang berbuat salah, hanya untuk membuat kesal orang tua 




Dalam kondisi yang demikian dapat menimpa banyak anak di 
bawah umur, terlebih mereka hidup dalam ere globalisasi informasi dan 
komunikasi yang semakin canggih. Hal ini membawa dampak negatif 
dalam perkembangan fisik dan mentalnya, akibatnya anak dapat saja 
meniru apa yang dilihatnya untuk melakukan tindak pidana perkelahian, 
penganiayaan, perjudian, penipuan, penggelapan bahkan perkosaan. 
Lebih memprihatinkan lagi, kalau anak terlibat dalam tindak kejahatan 
yang demikian, mungkin ia sebagai pelaku atau korban kejahatan, minimal 
anak menjadi saksi dalam suatu kasus tindak pidana kejahatan dan 
kekerasan. Dewasa ini sering terjadi anak menjadi korban kekerasan 
seksual, dan yang menjadi pelaku adalah juga anak dibawa umur yang 
juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak. 
Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat di mana anak 
menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Hal 
ini disebabkan oleh beberap faktor antara lain, tekanan ekonomi keluarga, 
kurangnya perhatian orang tua, pendidikan budi pekerti yang minim dalam 
kurikulum di sekolah, mudahnya mendapatkan narkoba di pasaran bebas, 
mudahnya mengakses blue film yang tidak layak ditonton anak via 
handphon, internet dan televisi, merebaknya pergaulan bebas di kos-
kosan pelajar dan mahasiswa, dan prostitusi yang banyak di lokalisasi di 
perkotaan. Kondisi yang demikian sangat memprihatinan segenap lapisan 
masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh para aparat 
penegak hukum khususnya kepolisian maupun warga masyarakat. Tanpa 




Demikan pula keadaannya dengan maraknya tindak kekerasan 
atau ancaman kekerasan seksual terhadap anak di beberapa kota besar, 
termasuk Kota Makassar. Hampir setiap hari diberitakan terjadinya 
pelecehan seksual bahkan perkosaan terhadap anak perempuan yang 
pelakunya adalah anak yang tergolong di bawah umur. Bukan hanya 
dilakukan oleh anak putus sekolah karena krisis moral, tetapi juga 
dilakukan oleh anak yang merupan siswa atau mahasiswa aktif di kamous. 
Hal ini cukup memprihatinkan warga masyarakat di Kota Makassar. 
berdasarkan data statistik yang tercatat di Poltabes Makassar tahun 
2012 menunjukkan bahwa, selama tahun tersebut telah terjadi perkosaan 
terhadap anak perempuan di bawah umur, baik yang dilakukan oleh orang 
dewasa maupun oleh anak remaja sebanyak 130 kasus yang dilaporkan 
oleh warga masyarakat dari 11 wilayah Polsekta. Hal ini menunjukkan 
bahwa setiap bulan terjadi kasus perkosaan rata-rata 0,98 yang berarti 
sama dengan 1 (satu) kasus dalam sebulan di setiap kecamatan. Angka 
tersebut tidak boleh dianggap remeh dan perlu segera ditanggulangi oleh 
aparat yang berwenang dan warga masyarakat. 
Para pelaku perkosaan pada umumnya melanggar Pasal 81 Ayat 
(1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
yang diancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, atau minimal 3 tahun, 
dimana pelaku dan korban sama-sama masih tergolong anak di bawah 
umur. Khusus pelaku tergolong anak, tetapi perbuatannya menyamai 
orang dewasa maka kasusnya dinyatakan perkara pidana biasa, berarti 




Meskipun demikian tidak semua kasus tindak kekerasan seksual 
yang dilakukan oleh anak di bawah umur diselesaikan melalui proses 
hukum, karena ada beberapa di antaranya diselesaikan melalui jalur 
tindakan pendidikan pembinaan paksa melalui panti asusahan, Seperti 
yang terjadi di Sungguminasa Kabupaten Gowa dimana pelaku kekerasan 
seksual 6 (enam) orang anak yang masih duduk di Kelas V dan VI SD 
sekitar April 2013, memperkosa temannya sendiri sepulang sekolah yang 
juga duduk di Kelas V pada SD yang sama. Para pelaku dikenakan sanksi 
hukum berupa tindakan pendidikan pembinaan dan pelatihan paksa di 
panti sosial, guna merehabilitasi sikap dan perilakunya yang nakal. 
Salah satu kasus perkosaan atau tindak kekerasan atau ancaman 
kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur (18 tahun) 
mahasiswa Semester 2 pada salah satu PTS di Kota Makassar, dimana 
korbannya adalah anak perempuan berusia 16 tahun yang masih duduk di 
Kelas II SMA. Perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindak kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan 
dengannya. Tempat kejadian perkara dalam wilayah hukum Kepolisian 
Negara RI Resor Kota Besar Makassar cq Polsekta Tallo.   
Kasus ini telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar 
yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, 
bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Menjatuhkan 
pidana 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama ditahan, denda Rp. 60 juta 




Berdasarkan uraian di atas cukup menarik minat penulis untuk 
melakukan penelitian atas putusan tersebut dengan memilih judul: 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan 
Anak” (Studi Kasus Putusan Nomor 1169/Pid.B /2012/PN. Mks)”. 
 
B  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 
diberikan rumusan masalah dalam penelitian dan pembahasan ini sebagai 
berikut:  
1. Bagaimanakah penerapan hukum materil tentang tindak pidana 
persetubuhan anak (Studi kasus putusan perkara No.1169/Pid.B/ 
2012/PN Mks) ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan tindak pidana persetubuhan anak (studi kasus putusan perkara  
No.1169/Pid.B/ 2012/PN Mks) ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum materil tentang 
tindak pidana persetubuhan anak dalam putusan perkara pidana 
No.1169/Pid.B/ 2012/PN Mks. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan tentang tindak pidana persetubuhan anak dalam 




D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian idan pembahasan ni memiliki kegunaan teoritis dan 
praktis sebagai berikut: 
1. Kegunaan teoritis, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi 
mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam 
kasus yang sama di bidang hukum pidana. 
2. Kegunaan praktis, dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi 
masyarakat dalam memahami kasus tindak pidana perkosaan yang 

















BAB   II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
Tindak pidana yang sering pula disebut delik (delicten) dalam 
konteksnya perlu diketahui rumusan pengertian dan unsur-unsur tindak 
pidana yang  dapat dijelaskan dalam bahasan berikut ini.  
 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana menurut Faried (1987 : 33) mengatakan 
bahwa: “Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan 
hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang 
dapat dipertanggungjawabkan”. 
Pengertian tindak pidana yang senada dengan di atas antara lain 
menurut Prodjodikoro (2003 : 59) bahwa: “Tindak pidana dalam bahasa 
Belanda strafbaarfeit, atau dalam bahasa Inggeris delict, berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini 
dapat dikatakan subyek tindak pidana”. 
Dari kedua rumusan pengertian di atas dari segi susunan  kalimat 
memang berbeda, akan tetapi mengandung maksud yang sama dan 
dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana mulai dari ancaman 
pidana yang paling ringan sampai pada ancama yang pidana yang paling 




Berdasarkan pengertian kedua di atas menunjukkan bahwa subyek 
dari tindak pidana atau delik adalah manusia. Selain dari itu subyek delik 
dapat pula berupa badan hukum yang dapat bertindak, misalnya 
kedudukan orang. Hal ini dapat dilihat pada beberapa perumusan tindak 
pidana dalam KUHP yang menempatkan daya pikir sebagai syarat bagi 
subyek tindak pidana. Selain dari itu juga nampak pada wujud hukuman 
atau pemidanaan yang termuat dalam beberapa pasal KUHP seperti 
hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. 
Menurut Chazawi (2005 : 121) mengatakan bahwa delik dapat 
dibedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut: 
a.  Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat 
dalam Buku II dan pelanggaran (overtreding) dimuat dalam Buku III. 
b. Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana dengan 
sengaja (formeel celicten) dan lainnya adalah tindak pidana materil 
(materiel delicten). 
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 
(culpose delicten).  
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana positif dan negatif, dapat pula disebut tindak pidana pasif atau 
negatif, dan disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissions).  
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan 
antara tindak pidana terjadi seketika, dan tindak pidana terjadi dalam 




f. Berdasarkan atas sumbernya, maka delik atau tindak pidana itu dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana 
khusus. 
g. Dilihat dari sudut hukumannya dapat dibedakan antara tindak pidana 
communica (delicta comunica) yang dapat dilakukan oleh siapa saja, 
dan tindak pidana propria yaitu hanya dapat dilakukan oleh yang 
memiliki kualitas pribadi tertentu. 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 
dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak 
pidana aduan (klacht delicten).  
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana pokok (envoundige delecten), tindak 
pidana yang diperberat (gequalificeende delicten), dan tindak pidana 
yang diperingan (depriviligeerde delicten). 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 
tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 
dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap 
harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama 
baik, tindak pidana terhadap kesusilaan, tindak pidana penipuan dan 
lain-lain sebagainya.  
k. Dari sudut padang berapa kali perbuatan itu untuk menjadi suatu 
larangan juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu antara tindak pidana 





2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur dari tidak pidana atau delik antara lain dikemukakan 
oleh Vos dalam saduran Faried (1987 : 33) yaitu: 
a. Elemen (bagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat 
(aktif) atau tidak berbuat (pasif). 
b. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dari suatu delik yang selesai. 
Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari 
suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang elemen akibat 
kadang-kadang tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi 
kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara 
terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik materil. 
c. Elemen subyek yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata 
segaja atau culpa (tidak sengaja). 
d. Elemen melawan hukum yaitu telah mengetahui bahwa perbuatan itu 
dilarang dalam undang-undang tetapi tetap dilanggar dengan sengaja.  
Kelima elemen tersebut disesuaikan menurut rumusan pasal dalam 
undang-undang, dapat dibedakan dari segi obyektif, misalnya dalam Pasal 
160 KUHP diperlukan elemen atau unsur yaitu di muka umum, sedangkan 
dari segi subyektif misalnya Pasal 340 KUH Pidana diperlukan elemen 
atau unsur merencanakan lebih dahulu.   
Menurut Pompe dalam kutipan Poernomo (1981 : 99) menyebutkan 
bahwa, ada tiga elemen suatu delik yaitu: a. unsur melawan hukum, b. 
unsur kesalahan, dan c. unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang 




Menurut Kartanegara yang dikutip oleh Marpaung (2005 : 10) 
mengemukakan bahwa: Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur 
obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di 
luar diri manusia, yaitu berupa: 
a. Suatu tindakan. 
b. Suatu akibat, dan 
c. Suatu keadaan (omstandigheid).  
Selanjutnya menurut Lamintang (1984 : 184) mengatakan bahwa: 
Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Harus ada perbuatan manusia. 
b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal 
dalam undang-undang yang bersangkutan. 
c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf). 
d. Dapat dipertanggungjawabkan. 
Kesemuanya itu termakuk perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subyektif 
adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa: 
a. Kemampuan (toerekenningsvatbaarhed).  
b. Kesalahan (schuld). 
Sedangkan unsur-unsur tindak pidana lainnya menurut Tongat 
(2002 : 6-7) mengatakan dengan jelas bahwa: Kesalahan (schuld) dalam 
hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu bentuk dolus dan 




a. Dolus atau kesengajaan, berarti menghendaki mengetahui (willens an 
wettens) yang berarti bahwa si pembuat harus mengetahui apa yang 
dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan menjadi tiga yaitu: 
1) Sengaja sebagai niat, dalam hal ini akibat delik adalah motif utama 
untuk suatu perbuatan yang seandainya tujuan itu tidak ada maka 
perbuatan tidak akan dilakukan. 
2) Sengaja kesadaran akan kepastian, dalam hal ini ada kesadaran 
bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akiat 
tertentu dari perbuatan itu. 
3) Sengaja insaf akan kemungkinan, dalam hal ini dengan melakukan 
perbuatan itu telah diinsafi kemungkinan yang akan terjadi dengan 
dilakukannya perbuatan itu. 
b. Culpa atau ketidaksengajaan atau kealpaan, culpa itu baru ada kalau 
orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang 
mengambil tindakan pencegahan.  
Kealpaan atau kekurang hati-hatian tersebut dijelaskan oleh 
Effendy (1989 : 20) mengatakan bahwa: 
a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld), dalam hal ini si pelaku 
telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, 
tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah timbulnya akibat tersebut. 
b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewustec schuld), dalam hal ini si pelaku 
tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang 
dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia 




B. Kekerasan  
Tindak kekerasan seringkali dipertontonkan di tengah interaksi 
sosial yang dapat saja berakibat fatal yang menimbulkan korban. Karena 
itu perlu rumusan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan 
kekerasan dan jenis-jenis kerasan atau ancaman kekerasan yang sering 
menimpa perempuan dan anak di bawah umur.  
 
1. Pengertian Kekerasan 
Dalam Pasal 89 Buku I Bab IX KUH Pidana berbunyi: “Membuat 
orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan 
kekerasan” (Mulyatno, 1985 : 44). 
 Pasal tersebut dijelaskan oleh Soesilo (1998 : 98) bahwa: “Yang 
dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak 
berdaya lagi (lemah)”. Kemudian pasal ini dijelaskan lebih lanjut sebagai 
berikut: 
“Melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah.  
Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam 
senjata, menyepak, menendang, dsb.  
Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” dalam pasal ini 
ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya“.  
“Pingsan”, artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” 
umpanya memberi minuman racun kecubung atau lain-lain obat, 
sehingga orangnya tidak ingat lagi.  
“Orang yang pingsan” itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi 
akan dirinya.  
“Tidal berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga 
sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengadakan perlawanan 
sedikit pun.  
Misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung 
dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.  




2. Jenis-jenis Kekerasan Kesusilaan 
Ada beberapa jenis kekerasan atau ancaman kekerasan dalan hal 
tindak pidana atau perbuatan kesusilaan yang telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. Antara lain dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana tindak kekerasan kesusilaan terdapat dalam Pasal-pasal 
yang dimulai dari pasal 55 ke 2, 120, 145, 170 ke 1,  175,  285, 289, 300  
(1) ke 3, 330, dan 332 (1) ke-2, . Semuanya dapat dijelaskan secara 
singkat sebagai berikut: 
a. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalagunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, 
ancaman kekerasan atau penyesatan dengan memberi kesempatan, 
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 
melakukan perbuatan. (Pasal 55 ke 2). 
b. Jika kejahatan tersebut Pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan 
dengan akal curang, seperti penyesatan, penyamaran, pemakaian 
nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan, menerima, 
membayangkan, atau menjanjikan hadiah, keuntungan dalam bentuk 
apapun; atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
maka pidana kemerdekaan dapat diperberat lipat dua. (Pasal 120). 
c. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama 
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang 
atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun 




d. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancan 
karena melakukan perkosaan, diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun. (Pasal 285). 
e. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul, diancam karena perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, 
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (Pasal 289).  
f. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda 
paling banyak tiga ratus rupiah, barang siapa dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum-minuman yang 
memabukkan. (Pasal 300 (1) ke 3).   
g. Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup 
umur dari kekuasaan menurut undang-undang ditentukan atas dirinya 
atau dari pengawasan oleh orang yang berwenang untuk itu, diancam 
pidana penjara paling lama tiga tahun. Bilamana dalam hal ini 
dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau 
bilamana anaknya belum cukup umur dua belas tahun, dijatuhkan 
pidana penjara paling lama Sembilan tahun. (Pasal 330).  
h. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun barang 
siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, 
kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk 
memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik di dalam 




Semua tindak pidana kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang 
dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana 
yang diatur dalam beberapa pasal tersebut dalam KUH Pidana, diancam 
dengan pidana penjara yang berat antara lima hingga dua belas tahun. 
Meskipun demikian tindak pidana kejahatan kesusilaan atau kesopanan 
yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan masih terus 
terjadi, sehingga penegakan hukum mutlak diperlukan demi keadilan dan 
kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.  
Hal tersebut patut menjadi perhatian khusus untuk berupaya  
menanggulanginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Karena meskipun peraturannya sudah bagus, akan tetapi jika 
pelaksana atau penegakan hukumnya tidak bagus maka hasilnya tentu 
tidak bagus. Sebaliknya walaupun peraturannya kurang bagus, tetapi para 
pelaksana atau penegak hukumnya bagus, tegas, disiplin dan taat aturan, 
maka hasilnya pun sudah pasti akan bagus pula dan memuaskan semua 
pihak yang berperkara, kondisi hukum yang demikian inilah yang sangat 
didambakan oleh segenap lapisan masyarakat. 
Sebenarnya masih banyak tindak pidana yang bukan keusilaan 
atau kesopanan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, sebagaimana yang telah di atur dalam pasal-pasal KUHP 
seperti kejahatan terhadap kemerdekaan orang (Pasal 335), tentang 
pencurian (Pasal 365), tentang pemerasan dan ancaman terhadap orang 
dan barang (Pasal 368), tentang kejahatan pelayaran di Indonesia (Pasal 




Kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan cara kekerasan atau 
ancamam kekerasan, juga diatur dalam Undang Undang Pelindungan 
Anak, Undang Undang Kesejahteraan Anak, Undang Undang Pengadilan 
Anak, Undang Undang Perdagangan Perempuan dan Anak, dan Undang 
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Semuanya bertujuan untuk 
melindungi anak dalam kehidupan rumah tangga dan  masyarakat. 
Khusus dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun 
dan denda paling banyak Rp.300 juta dan paling sedikit Rp. 60 juta”. 
Selanjutnya dalam Pasal 82 berbunyi: “Setiap orang yang dengan 
sengaja melakukan kekerasan ancaman kekerasan, memaksa, atau 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun 
dan denda paling banyak Rp. 300 juta atau paling sedikit Rp. 60 juta” 
Beratnya sanksi hukum atas tindak pidana kejahatan perkosaan 
dan pencabulan anak perempuan, sebagaimana bunyi dari kedua pasal 
tersebut, telah mengindikasikan bahwa badan legislatif selaku pembuat 
undang-undang dan badan eksekutif selaku pelaksana undang-undang 
telah berupaya untuk menghukum pelaku kekerasan seksual dengan 




C. Korban Kekerasan 
Korban kekerasan seksual telah sering kita lihat dan minimal  dilihat 
setiap hari melalui media televisi. Meskipun demikian perlu ditelusuri 
tentang apa yang dimaksud dengan korban menurut ketentuan dalam 
hukum pidana, dan tipologi korban berikut ini. 
 
1. Pengertian Korban  
Pengertian korban dapat dikutip dari beberapa pendapat para pakar 
hukum, dan ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 
1 poin 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban, yang berbunyi: “Korban adalah seorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. 
Menurut Gostia (1995 : 13) yang lebih lanjut mengemukakan 
bahwa: “Mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak atau pihak 
yang dirugikan”. 
Selanjutnya pengertian yang lebih lengkap tentang apa yang 
dimaksud dengan korban, antara lain dikemukan oleh Mulyadi (2003 : 17) 
sebagai berikut: 
Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun 
kolektif telah menderita berbagai kerugian, termasuk kerugian fisik 
dan mental, emosional, ekonomi, dan social lainnya, serta berbagai 
gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental, 
melalui suatu perbuatan atau omisi atau tindak pidana yang 
melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk 




Menelaah bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan tentang 
korban tindak pidana dengan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya 
sebagai berikut: 
a. Setiap orang; 
b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau; 
c. Kerugian ekonomi; dan 
d. Akibat tindak pidana. 
Bertitik tolak dari beberapa rumusan pengertian dan unsur-unsur 
korban yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, korban 
pada dasarnya tidak hanya menderita kerugian secara individu atau 
perorangan, dan tidak pula hanya secara kolektif atau kelompok, 
melainkan juga kerugian secara ekonomi dan sosial budaya, mental dan 
spiritual yang menimbulan rasa malu dalam pandangan masyarakat. 
Semuanya itu sebagai akibat dari tindak pidana seseorang atau 
sekelompok orang dengan melanggar hak pihak lain, orang lain, atau 
kelompok lain, sehingga para pelaku perlu diberi suatu sanksi pidana 
sesuai dengan berat ringannya perbuatan atau tindakan yang melanggar 
norma hukum. 
 Sehubungan dengan itu menurut Didik dan Gultom (2006 : 43) 
mengatakan bahwa: 
Korban pada  dasarnya tidak hanya orang perorang atau kelompok 
yang secara langsung menderita akibat dari perbuata,perbuatan 
yang menimbulkan kerugian atau penderitaan diri atau kelompok. 
Bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat, 
ataukah tanggungan langsung dari dari korban dan orang-orang 
yang mengalami suatu kerugian ketika mereka sedang membantu 




2. Tipologi Korban  
Pembahasan mengenai tipologi korban kejahatan dapat ditinjau 
dari dua perspektif, yakni persfektif tingkat keterlibatan korban atas 
terjadinya kejahatan, dan dari persfektif tanggung jawab korban itu sendiri. 
Keduanya perlu dijelaskan dalam pembahasan ini, karena menjadi tolak 
ukur tentang bagaimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus 
sehingga dapat disebut sebagai korban kejahatan, misalnya korban 
kejahatan kekerasan seksual. 
Menurut Fattah dalam kutipan Mulyadi (2003 : 124) mengemukakan 
sebagai berikut: 
Apabila ditinjau dari segi persfektif tingkat keterlibatan korban 
dalam terjadinya kejahatan, memiliki beberapa tipologi sebagai 
berikut: 
a. Non participating victims, adalah mereka atau korban yang tidak 
menyangkal ataukah tidak menolak kejahatan dan penjahat, 
tetapi tidak turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan 
kejahatan tersebut; 
b. Latent or presisposed victims, adalah mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran 
tertentu; 
c. Provocative victims, adalah mereka itu yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan. 
d. Participating victims, adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban; 
e. False victims, adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri. 
 
Salah satu dari lima tipologi tersebut di atas dapat menimpa 
seseorang yang menjadi korban kejahatan, sehinggaq dapat dijadikan 
dasar penuntutan perkara dalam suatu tindak pidana kejahatan. Hal ini 




Tipologi korban kejahatan ditinjau dari persfektif tanggung jawab 
korban. Hal ini dijelaskan Shafer yang dikutip Mulyadi (2006 : 125) bahwa: 
Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban dapat dilihat 
dari tujuh tipologi sebagai berikut: 
a. Unrenlated victims, adalah mereka yang ada hubungan dengan 
si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk 
itu, dari aspek tanggung jawab berada di pihak korban; 
b. Propocative victims, adalah korban yang disebabkan peranan 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu dari 
aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku 
secara bersama-sama; 
c. Participacing victims, adalah hakikatnya perbuatan korban tidak 
disadari dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. 
Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang 
tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik, 
sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
prtanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. 
d. Biologycally weak victims, adalah kejahatan disebabkan adanya 
keadaan fisik korban, seperti wanita, anak-anak, dan manusia 
lanjut usia, merupakan potensial menjadi korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek/segi pertanggunjawabannya terletak pada 
masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak dapat 
member perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. 
e. Social weak victims, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat yang bersangkutan, misalnya para gelandangan 
dengan kedudukan sosial yang sangat lemah. Oleh karena itu 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat 
ataukah masyarakat; 
f. Selfvictimising victims, adalah korban kejahatan yang dilakukan 
sendiri, atau kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawabannya 
terletak pada korban, karena sekalisus sebagai pelaku 
kejahatan. Misalnya, korban bunuh diri;  
g. Political victims, adalah korban karena lawan politiknya. Ditinjau 
secara sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan, 
kecuali ada perubahan konstalasi politik. 
 
Dari ketujuh tipologi korban kejahatan tersebut cukup jelas dan 
mudah dimengerti. Meskipun demikian untuk lebih melengkapinya masih 
ada pengelompokan tipologi lainnya yang juga dibagi menjadi lima tipologi 
yang agak berbeda rumusannya, tetapi mengandung makna yang sama 




Berikutnya menurut Didik dan Gultom (2006 : 49) membagi tipologi 
korban kejahatan sebagai berikut: 
Tipologi korban kejahatan dapat dibagi dalam lima jenis sebagai 
berikut: 
a. Primary victimization, adalah korban yang individual, jadi 
korbannya adalah orang perorang; 
b. Secondary victimization, adalah yang menjadi korban yaitu 
kelompoknya sendiri, misalnya badan hukum; 
c. Tertiary victimization, adalah yang menjadi korban yaitu warga 
masyarakat luas; 
d. Mutual victimization, adalah yang menjadi korban yaitu si pelaku 
sendiri. Misalnya pelacuran, persinahan, pecandu narkoba. 
e. No victimization, adalah yang dimaksud bukan berarti tidak ada 
korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui. 
Misalnya, konsumen yang tertipu yang menggunakan suatu 
produk palsu tertentu. 
 
Ketiga penggolongan tipologi korban kejahatan tersebut dapat di 
simpulkan bahwa, dari segi peristiwa yuridis tindak pidana semuanya 
mengandung makna yang sama, dan hanya segi formulasi kalimatnya 
yang berbeda, tetap mengandung maksud yang sama dan saling 
melengkapi. Karena itu dapat disimpulkan bahwa, tipologi korban 
kejahatan adalah penggolongan korban atas bentuk peristiwa tindak 
pidana baik yang dilakukan oleh korban itu sendiri maupun orang lain. 
Korban kejahatan memang memerlukan kecematan para aparat 
penegak hukum untuk mengidentifikasi, karena sangat menentukan dalam 
penyelidikan dan penyidikan atas suatu kasus tindak pidana kejahatan. 
Biasanya tindak pidana itu telah terjadi tetapi korban belum ditemukan, 
tetapi sudah dipradiksi aparat hukum bahwa pasti ada korban yang 
ditimbulkan atas tindak pidana sebagaima contoh di atas. Salah satu 




3. Korban Kekerasan Seksual 
Sudah bukan lagi menjadi aib yang banyak dirahasiakan orang, 
telah banyak dipertontonkan akan terjadinya tindak kekerasan atau 
ancaman kekerasan seksual via media cetak dan elektronik. Dimana 
korbannya adalah perempuan dewasa, anak remaja bahkan ada korban 
yang masih tergolong dibawah umur alias belum dewasa, sehingga perlu 
ditindak lanjuti oleh aparat kepolisian demi tegaknya hukum. 
Kekerasan seksual bukanlah suatu masalah baru, karena dewasa 
ini sudah melanda kehidupan remaja yang kebarat-baratan, sebagaimana 
yang diulas oleh Henratmo (2008 : 13) bahwa: 
Sungguh ironis remaja masa kini yang sering menjadi korban 
kekerasan seksual sebagai akibat ulahnya sendiri. Mereka bebas 
bergaul yang mengadopsi budaya barat yang diganrungi sebagai 
kawula muda yang modern. Timbul berbagai kasus perkosaan baik 
di kawasan elit perkotaan maupun di pinggiran pemukiman kumuh, 
dengan mudahnya bergaul tanpa batas kesopanan. Hal itu dapat 
terjadi karena korban yang memang memberi peluang, dimana 
mereka bangga dengan life stile yang menghanyutkan dalam dunia 
mode, dimana pakaian yang ketat mempertontonkan lekuk tubuh 
yang merangsang syahwat lelaki, pengaruh lingkungan free sex 
telah menghanyutkan, dimana minuman alkohol dan narkoba 
menjadi kebanggaan, orang tua yang sibuk dengan bisnis dan 
kantoran telah memperlonggar pengawasan anak. Baru tersentak 
setelan putrinya jadi korban perkosaan, bahkan yang lebih fatal 
karena perkosaan itu telah membuahkan hasil dengan kelahiran 
bontot yang tidak diinginkan. Kalau sudah begini jadinya, lalu siapa 
yang bertanggung jawab ? apakah anak selaku korban ataukah 
orang tua yang lalai meluangkan waktu mengayomi anak ?  
 
Dalam konteks yang demikian ini para orang tua yang sibuk dengan 
berbagai urusan perlu menatap ke depan, kelanjutan kehidupan anak 
korban kekerasan seksual masih dapat diperbaiki dengan cara membina, 




D. Perlindungan Hukum Hak-hak Anak 
Perlindungan anak dibawah umur telah banyak dikemukakan baik 
oleh para pakar hukum dan dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, maupun yang berlaku secara universal sebagaimana 
yang tercantum dalam deklarasi hak-hak azasi manusia. 
 
1. Pengertian Anak dan Anak Belum Dewasa 
Pengertian anak secara yuridis formal dirumuskan antara lain 
dalam Kamus Hukum oleh Puspa (1990 : 66 dan 694) yang mengatakan 
bahwa: “Anak (Ind), Pupil mindergarije onder voogdeij (Bld), adalah anak 
yang berada di bawa pengawasan orang tua/wali”. Sedangkan dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi, Muliono, dkk (1998 : 
30-31) dengan singkat merumuskan bahwa: “Anak adalah keturunan; 
anak manusia yang masih kecil ; dst”.  
Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah 
umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan, 
pembinaan, perlindungan dan pengayoman. Kedua rumusan pengertian 
tersebut walaupun berbeda dari sudut pandang keilmuan, namun 
mengandung maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, anak 
adalah setiap orang yang dilahirkan dan belum berusia dewasa. 
Dalam konteks yang demikian ini maka yang dimaksud dengan 
anak belum dewasa, adalah anak  yang masih bayi, berusia balita ataukah 
anak usia dini, anak usia sekolah 6-15 tahun, dan anak remaja antara 16-




Menurut Soeseno (2001 : 22) bahwa: “Karena anak kita berjuang 
mencari nafkah halal, karena anak kita bergumul dengan kerja keras 
tanpa pamrih, dan karena anak kita menginginkan kehidupan yang layak 
dunia dan akhirat, serta karena anak yang saleh kita tenteram 
meninggalkan dunia fana”. 
Sedangkan menurut Muniraf (2000 : 12)  mengemukakan rumusan 
pengertian bahwa: “Anak adalah si buah hati harapan masa depan dan 
pelanjut keturunan, sehingga perlu dibina dan dijaga baik dari segi 
perkembangan mental maupun dari segi kebutuhan material demi 
kelangsungan hidup masa depannya”. 
Apa yang dapat dipetik dari ilustrasi yang dikemukakan di atas 
antara lain, mengingatkan para orang tua atau wali anak untuk selalu 
menjaga, memelihara, dan mendidik anak ketika mereka itu sangat 
membutuhkannya, dan ketika anak masih menggantungkan kehidupannya 
pada orang tua. Tanpa upaya yang demikian, sudah pasti sulit diharapkan 
mendapat anak yang sopan dan memiliki sikap dan tingkahlaku yang baik. 
Perlakuan baik kepada anak mutlak diperkukan karena dapat 
membuat mereka memperoleh hak-haknya sebagai anak, sehingga pada 
gilirannya nanti anak dapat menyadari kewajiban-kewajibannya selaku 
anak yang dapat berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara. 
Diperlukan pembinaan yang dini sejak kecil hingga dewasa dapat 
membentuk sikap dan perilaku anak yang baik, sopan dan satun, yang 
akhirnya menjadi anak shaleh yang mengamalkan ajaran agama dan 




2. Hak-hak Anak 
Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tanggal 20 Nopember 
1959 telah mensahkan “Deklarasi Hak-hak Anak”, yang dalam 
pembukaannya menyatakan bahwa: “Ummat manusia berkewajiban untuk 
memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang memuat sepuluh azas hak-
hak atas anak”. (Gultom1, 2010 : 45). 
Kesepuluh azas deklarasi hak-hak atas anak tersebut, telah 
tertuang dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang 
Kesejahteraan Anak yang berbunyi: 
Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 
anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya 
dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha 
kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang 
ditujukan untuk menjamin akan terwujudnya kesejahteraan anak 
terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. 
 
Rumusan pasal di atas telah menunjukkan bahwa, kepekaan rasa 
keadilan dan sikap keperdulian terhadap anak, perlu diukur dari aspek 
perhatian terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap anak-anak yang 
bermasalah. Perlindungan itu telah dikaitkan dengan masalah perilaku 
anak yang dalam keadaan terdesak menjadi suatu perilaku yang 
menyimpang dan sering kali menjurus pada tidak pidana. 
Karena itu perlu menjadi perhatian dengan mengenal bentuk-
bentuk perilaku anak yang menyimpang, apa yang menjadi latar belakang 
perilaku tersebut, dan bagaimana cara untuk dapat menanggulanginya. 
Semuanya menjadi tugas baik para ahli hukum dan sosiologi,  mapun 




Betapa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak yang 
menurut Gultom1 (2010 : 47) bahwa: 
Perlindungan anak-anak pada hakekatnya menyangkut tentang 
kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya 
perlindungan tentang hak-hak anak yang didasarkan pertimbangan 
bahwa anak-anak itu merupakan golongan yang masih rawan dan 
devendent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang 
mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, 
baik fisik, maupun mental dan sosial.  
  
Hal ini mengindikasikan kepada kita semua bahwa, perlindungan 
dan pengaturan  hak-hak anak sangat diperlukan yang menurut Djamhuri 
(2001 : 9)  mengemukakan bahwa: 
Pengaturan hak-hak atas anak menjadi kewajiban pemerintah 
dalam hal ini instansi penegak hukum yang harus mengikutkan 
masyarakat. Hal ini akan lebih bermanfaat sebagai indicator dalam 
melihat dan mengevaluasi bagaimana ketentuan hak-hak tersebut 
diwujudkan dalam hal mengatasi gejala perilaku menyimpang bagi 
anak yang bermasalah, agar kenalalan anak tindak menjurus pada 
tindak kriminal dapat diatasi, paling tidak dapat diminimalisir. 
 
Sering kali ditemukan dalam interaksi sosial dan permasalahan 
yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Misalnya dalam peradilan 
pidana anak, dimana anak itu tidak atau kurang mengetahui hak dan 
kewajibannya, karena itu perlu mendapat bantuan dan perlindungan 
dalam pelaksanaanya. Karena perlindungan anak pada perinsipnya juga 
menyangkut perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban 
yang mereka miliki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hal tersebut dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa 
kanak-kanak yang penuh kegembiraan. Mereka berhak menikmati hak-
hak dan kebebasannya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, maupun 




Hak-hak anak yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, dijelaskan oleh Gultom2 (2012 : 48) sebagai berikut: 
Hak-hak anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah: 
(a) Berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanuasiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 
(Pasal 4); (b) Berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan 
status kewarganegaraan (Pasal 5); (c) Berhak untuk beribadah 
menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat 
kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6); (d) 
Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh 
oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7); (e) Berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan 
fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8); (f) Berhak memperoleh 
pendidikan dan pengajaran dalam rangka untuk pengembangan 
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 
bakatnya, khusus anak yang menyandang cacat juga berhak 
memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9); (g) Berhak menyatakan 
dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan 
informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan 
kepatutan (Pasal 10); (h) Berhak untuk memanfaatkan waktu luang, 
bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan 
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri 
(Pasal 11); (i) Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk 
memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf 
kesejahteraan sosial (Pasal 12); (j) Berhak mendapat perlindungan 
dari perlakuan diskriminasi dan ekspoloitasi baik ekonomi maupun 
seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan  
ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya (Pasal 13); (k) Berhak 
untuk diatur diasuh oleh orang tua sendiri, kecuali jika ada alasan 
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan 
itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 
pertimbangan terakhir (Pasal 14); (l) Berhak untuk memperoleh 
perlindungan diri; penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan 
dalam pelibatan sengketa, kerusuhan social, peristiwa kekerasan, 
dan pelibatan dalam suatu peperangan (Pasal 15); (m) Berhak 
memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan 
atau penjatuhan hukuman yang tidak manuasiawi dst (Pasal 16); 
(n) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk; 
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa, dst; (Pasal 17); (o) Setiap anak yang 
menjadi korban ataukah menjadi pelaku kejahatan atau tindak 
pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan-bantuan 




Menurut Gultom2 (2012 : 48) yang mengulas hak-hak anak dalam 
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan 
sebagai berikut: 
Dalam beberapa pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Pokok-pokok Perkawinan, dijumpai hak dan perlindungan 
anak seperti; (a) Perlindungan dan jaminan hak anak untuk tetap 
memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal terjadi 
perceraian, dengan pembebanan biaya atas pemeliharaan dan 
pendidikan anak terutama kepada bapak (Pasal 41); (b) Anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 Ayat [1]); (c) Kedua 
orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
dengan sebaik-baiknya (Pasal 45 Ayat [1]); (d) Orang tua tidak 
diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-
barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun, 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila 
anak itu yang menghendakinya (Pasal 48); (e) Anak yang belum 
mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, 
berada di bawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi 
anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50); (f) 
Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak 
yang berada di bawah kekuasaannya, maka atas tuntutan anak 
atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, maka 
yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian 
tersebut (Pasal 54). 
 
 
3. Kewajiban-kewajiban Anak 
Selain hak-hak atas anak juga dalam undang-undang perlindungan 
anak diatur mengenai kewajiban-kewajiban atas anak, yang lebih lanjut 
dijelaskan oleh Gultom2 (2012 : 51) sebagai berikut: 
Mengenai kewajiban-kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang 
menentukan dan menetapkan bahwa, setiap anak berkewajiban 
untuk: (a) Menghormati orang tua, wali dan guru; (b) Mencintai 
keluarga, masyarakat, dan menyayangi temanl (c) Mencintai tanah 
air, bangsa dan Negara; (d) Menunaikan ibadah sesuai dengan 




Kewajiban anak untuk selalu hormat pada orang tua, wali dan guru, 
adalah suatu hal yang mutlak, karena mereka itu adalah pemelihara, 
pelindung, pengasuh, dan pendidik anak terdepan. Dalam belaian 
kasihnyalah sehingga anak tumbuh dari bayi, menjadi anak usia dini, anak 
usia sekolah, anak remaja, dan anak shaleh yang telah dewasa dalam 
menyongsong masa depan yang lebih baik. Hormat kepada orang tua 
adalah kewajiban mulia, terlebih hormat pada ibu mutlak diperlukan, 
kiarena sorga itu di bawah telapak kaki ibu tercinta. 
Kewajiban anak untuk selalu mencintai keluarga, masyarakat, dan 
menyayangi teman, juga tidak kalah pentingnya karena mencintai 
keluarga dapat menginspirasi anak untuk selalu berbakti kepada kedua 
orang tua dan sanak saudara. Mencintai masyarakat di sekitarnya dapat 
memperkokoh persaudaraan anak dalam interaksi sosial, dan menyayangi 
teman sebaya dan menghormati teman yang lebih tua, sehingga tercipta 
suatu pertemanan yang akrab dan berkelanjutan. 
Kewajiban anak untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara 
memang sangat diperlukan, mengingat bahwa sejak kecil anak sudah 
harus memiliki rasa kebanggaan terhadap tanah air, minimal sudah 
merasa bangga akan kampung halamannya dimana ia dilahirkan, sudah 
menjadi cikal bakal cinta tanah air hingga anak menjadi dewasa. Karena 
itu pada gilirannya dapat dipastikan akan semakin cinta dan bangga atas 
eksistensi bangsa dan negaranya, pada usia dewasa siap mati dalam 




Kewajiban anak untuk selalu menunaikan ibadah sesuai dengan 
ajaran agamanya, adalah mutlak diperlukan karena anak sedini mungkin 
sudah harus ditanamkan rasa takut akan dosa dan senang atas segala 
kebajikan. Mereka sudah perlu diberi pengajaran akhlak dan ibadah 
menurut agama yang harus diyakinkan oleh orang tua. Misalnya bagi anak 
muslim perlu diajari ngaji, shalat pada usia tujuh tahun, apabila usia 
sepuluh tahun tak ngaji dan shalat, maka anak perlu diberi sanksi berupa 
pukulan yang bersifat mendidik.  
Kewajiban anak untuk selalu melaksanakan etika dan akhlak yang 
mulia, adalah suatu sikap dan perilaku yang diharapkan orang tua agar 
dimiliki anak-anaknya. Karena anak akan selalu mengingat petua-petua 
orang tua dan guru kelak jika memasuki usia dewasa. Mereka tidak 
mudah terpengaruh akan kondisi kehidupan yang meninabobokan, anak, 
akan berbuat baik dengan beribadah tanpa memandang sesuatu yang 
lebih baik di atasnya dan mensyukuri apa yang ada. Dengan demikian 
mereka dihargai dan dihormati warga masyarakat di sekitarnya. 
 
4. Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak  
Penanggulangan tindak kejahatan yang dalam hal ini kenakalan 
anak yang masih tergolong di bawah umur, dijelaskan oleh Kartono dalam 
kutipan Djamil (2013 : 38-39) bahwa: “Upaya penanggulangan kenakalan 
anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan prefentif, tindakan 
penghukuman, dan tindakan kuratif”. Adapun tindakan-tindakan yang 




a. Tindakan prefentif 
1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan perbaikan lingkungan 
yaitu daerah slum kampung-kampung miskin; 
2) Mendirikan klinik bimbingan psikologis edukatif untuk memperbaiki 
tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;  
3) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja, membentuk 
kesejahteraan anak-anak, dan mengadakan panti asuhan; 
4) Memberikan latihan korektif, dan asistensi untuk hidup mandiri dan 
susila kepada anak-anak remaja yang membutuhkan; 
5) Membuat badan supervisi dan pengontrolan terhadap kegiatan anak 
delikuen disertai program yang korektif; 
b. Tindakan penghukuman 
Tindakan hukum bagi remaja delinkuen antara lain berupa menghukum 
mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa 
menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri. 
c. Tindakan kuratif 
1) Menghilangkan semua timbulnya sebab-sebab kejahatan; 
2) Melakukan peruban lingkungan mencarikan orang tua asuh dan 
fasilitas yang diperlukan perkembangan jasmani dan rohani; 
3) Memidahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke 
tengah lingkungan sosial yang lebih baik; 
4) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan disiplin; 
5) Memanfaatkan waktu senggang di kampus pelatihan untuk lebih 




E. Perlindungan Anak Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual  
Anak sebagai amanah sejak lahir tergolong sebagai mahluk lemah, 
masih murni dari dosa. Hanya orang tua yang akan menjadikannya 
sebagai anak yang berakhlak mulia, besikap dan berkelakuan baik, 
beriman dan berilmu pengetahuan luas. Dengan demikian jadilah ia 
sebagai anak yang dewasa berbakti kepada keluarga, agama, bangsa dan 
negara. Karena itu mengasuh, melindungi, mengayomi, dan mendidik 
anak harus dilakukan sejak dini sebelum memasuki usia dewasa, agar 
sikap, perilaku, dan perbuatannya tidak menjurus pada tidak pidana 
kejahatan yang merugikakan diri sendiri masyarakat di sekitarnya. Untuk 
itu perlu diketahui batasan pengertian anak yang belum dewasa, anak 
pelaku atau korban kekerasan seksual dan upaya penanggulangannya.   
 
1. Pengertian Anak Usia Belum Dewasa 
Pengertian anak usia belum dewasa, antara lain dikemukakan oleh 
Sianturi (1996 : 259) sebagai berikut: 
Anak yang belum dewasa secara yuridis formal adalah memiliki 
batasa-batasan sebagai berikut: 
a. Seorang anak yang belum mencapai usia/umur 10 tahun, jika 
melakukan suatu tindak pidana, tidak dipidana, akan tetapi 
harus mendapat pendidikan paksa dari pemerintah. 
b. Jika seorang anak usianya antara 10 tahun sampai dengan 16 
tahun melakukan suatu tindak pidana, dan sudah berakal, anak 
itu harus dipidana dengan pengurangan hukuman sepertiga dari 
ancaman pidana. Tetapi jika belum berakal, anak itu tidak 
dipidana, akan tetapi harus diperintahkan oleh hakim pidana 
untuk dididik paksa oleh pemerintah sampai anak itu/vxm 
berumur 18 tahun. 
c. Seorang anak yang sudah berusia 16 tahun atau lebih, jika 
melakukan suatu tindak pidana, harus dipidana atau diberi 




Batasan pengertian anak di bawah umur dan belum dewasa di atas 
cukup jelas, namun demikian masih perlu dilengkapi dengan batasan 
pengertian yang dapat ditinjau dari beberapa aspek yang menurut Siregar, 
dkk (1996 : 3) mengatakan bahwa: 
Batas si anak masik tergolong sebagai anak, terdapat perbedaan 
penentuan. Menurut agama Islam batasan itu tidak berdasar 
batasan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah 
baik bagi si anak pria, demikian pula si anak wanita. Sedangkan 
dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum yang tertulis, 
ditetapkan batasan umur sekian. Sebutlah 16 tahun atau 18 tahun, 
ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itu si 
anak bukan lagi tergolong anak, tetapi sudah ternasuk sebagai 
golongan orang dewasa. Karena itu tentang golongan anak ini akan 
ada pembedaan antara tanggung jawab perbuatan pidana dan 
perdata. 
 
Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 
Tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi: “Anak adalah<?C seseorang yang 
belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah/vxm kawin”. 
Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 8 berbunyi: “Anak yang mengalami 
masalah kelakuan adalah anak yang menyimpang dari norma yang dianut 
masyarakatnya”. Hal inilah yang menjadi sorotan dalam penelitian ini yakni 
anak yang melakukan kekerasan seksual atau perkosaan. 
Kedua batasan umur anak yang dikemukakan para pakar tersebut 
dapat disimpulkan bahwa, dari aspek usia batas yang disebut anak di 
bawah umur secara yuridis formal antara 10 tahun sampai dengan 21 
tahun. Sedangkan dari aspek hukum tidak tertulis dan hukum agama 
Islam tidak di dasarkan batas usia anak melainkan batas anak sudah 
baligh yang memperlihatkan tanda-tanda fisik sudah berotot dan gejala 




Selanjutnya sebelum anak beranjak dewasa dan telah melewati 
usia 21 tahun ke atas, diperlukan pendidikan bagi anak mulai dari 
pendidikan informal TK atau PAUD; pendidikan formal SD/MI,  SMP/MTs, 
SMA/SMK dan MA, hingga masuk Perguruan Tinggi atau Universitas. 
Anak perlu diberi bekal ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 
pembinaan dan pendidikan berkelanjutan oleh orang tua atau wali dalam 
lingkungan rumah tangga, dan oleh guru atau dosen di lingkungan 
sekolah dan kampus. Dengan upaya yang demikian itu, maka anak dapat 
terhindar dari perbuatan kenakalan remaja atau kejahatan dan kekerasan 
menjurus pada tindak pidana yang meresahkan masyarakat. 
Sehubungan dengan telah itu ditegaskan ketentuan dalam Pasal 1 
butir 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, 
berbunyi:  
Yang dimaksud dengan anak nakal adalah:  
a. Anak yang melakukan tindak pidanal; dan 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi 
anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut 
hukum lain yang /vxhmidup dan berlaku dalam masyarakat yang 
bersangkutan. 
 
Mengomentari ketentuan dari bunyi pasal tersebut di atas, antara 
lain menurut Djamil (2013 : 20) yang mengemukakan sanggahan sebagai 
berikut:  
Ketentuan tersebut secara luas sebenarnya bertentangan dengan 
asas legalitas, karena memasukkan juga peraturan hukum lain 
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke 
dalam kategori pidana. Misalnya, kenakalan anak yang menurut 
hukum adat bisa saja diselesaikan melalui Pengadilan Anak. Hal 
tersebut dapat berakibat adanya upaya untuk pengkriminalisasian 
kenakalan anak, pada hal itu belum tentu sesuai dengan hukum 




2. Perlindungan Anak Pelaku Kekerasan Seksual 
Anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual ataukah pelecehan 
seksual yang masih tergolong di bawah umur misalnya 12 tahun, apabila 
perbuatannya terbukti, dikenakan sanksi pidana oleh hakim berupa 
“tindakan”. Terkait itu menurut Djamil (3012 :  33-34) bahwa: 
Anak bukan untuk dihukum, sebenarnya terlalu ekstrim apabila 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan 
kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi 
kejiwaan yang labil,  proses kemantapan psikis menghasilkan sikap 
kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung 
bertindak menggangu ketertiban umum. Hal itu belum dapat 
dikatakan kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat 
kondisi psikologis yang tidak seimbang, si pelaku belum sadar dan 
mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya. 
 
Hal yang demikian dapat menjadi penilaian dan pertimbangan 
hakim pidana anak, sehingga hanya menjatukan “tindakan” terhadap anak 
pelaku kejahatan yang sering pula disebut sebagai kenakalan anak. 
Dalam Pasal 24 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak berbunyi: 
Tindakan yang dapat dilakukan kepada Anak Nakal adalah sebagai 
berikut: 
(a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 
(b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerjal; atau 
(c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja.    
 
Pasal di atas cukup jelas, bahwa anak di bawah umur tidak dapat 
dipidana, karena sikap mentalnya masih labil, sehingga memerlukan 
pembinaan dan pendidikan paksa. Anak pelaku kejahatan hanya dapat 




a. Mengembalikan kepada orang tua 
Anak nakal yang dikembalikan kepada orang tua dan wali, 
dilakukan apabila menurut penilaian Hakim Anak masih dapat dibina 
dengan baik dalam lingkungan orang tua, dan walinya. walaupun anak 
tersebut secara hukum telah diserahkan kepada keluarga tersebut, 
tetapi masih tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing 
Kemasyarakatan yang ditunjuk pemerintah dalam hal ini Hakim Anak.  
b. Menyerahkan kepada Negara  
Apabila menurut penilaian dari Hakim Anak, pendidikan dan 
pembinaan anak tidak dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, 
maka anak tersebut diserahkan kepada Negara, dan ditempatkan pada 
Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja. Bertujuan memberi keterampilan 
pertukangan, pertanian, perbengkelan, dan lain-lain. Setelah menjalani 
tindakan itu anak tersebut diharapkan menjadi baik dan mandiri. 
c. Menyerahkan kepada Kementerian Sosial  
Tindakan lainnya menyerahkan kepada Kementerian Sosial atau 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dalam pendidikan, 
pengajaran, dan latihan kerja untuk dididik, dibina, dan dikembangkan. 
Pada dasarnya pendidikan dan pembinaan tersebut diselenggarakan di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau oleh Kementerian Sosial, akan 
tetapi demi kepentingan anak maka Hakim Anak dapat menetapkan 
anak tersebut diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakat 




3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual  
Patut diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang 
menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual 
dan pelecehan seksual, dapat dilihat selain dalam KUH Pidana, juga 
dalam beberapa perundang-undangan, antara lain dalam UU No.23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak-hak Anak 
(KHA) di Perserikatan Bangsa Bangsa, sebagaimana dijelaskan oleh 
Gultom2 (2012 : 10-11) sebagai berikut:  
a. Dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
terdapat perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan 
antara lain tercantum dalam: Pasal 59 menentukan: Pemerintah 
dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban 
kekerasan baik fisk maupun mental; terdapat dalam Pasal 59, 
64, 69, 80, 81 dan 82. 
b. Dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA), diantara pasal dalam 
KHA yang memberi perlindungan hukum terhadap anak korban 
tindak kekerasan yaitu: Pasal 19 dan 34. 
 
Sehubungan dengan ketentuan dalam kedua undang-undang 
tersebut, cukup menarik ulasan Gultom2 (2012 : 13) yang menjelaskan 
sebagai berikut: 
Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang 
harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, dalam Pasal 27 
Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menentukan bahwa, setiap 
warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, 
menunjukkan yidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan 
pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa 
dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah 
perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak-hak 
azasi manusia, tetapi lebih luas lagi dari itu, adalah masalah 
penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak 
sebagai korban tindak pidana kejahatan yang dilakun dengan 




Kalau ditelusuri lebih lanjut tentang akibat yang ditimbulkan oleh 
tindak kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terhadap anak 
perempuan di bawah umur, memang sangat menyedihkan dan sekaligus 
meresahkan baik korban maupun keluarga korban. Menurut Dharmawan 
(2000 : 133) mengatakan bahwa: 
Anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual atau 
perkosaan cukup memprihatinkan, karena sepanjang hidupnya 
akan trauma dengan apa yang dialaminya. Seolah-olah bayangan 
peristiwa itu akan terulang kembali pada suatu ketika, sehingga 
menimbulkan ketakutan teramat sangat terhadap lelaki yang 
dijumpainya di tempat sepi. Perasaan malu dan cemas yang 
membuatnya kurang dapat tampil dalam lingkubngan pergaulan 
masyarakat, masa depan untuk menikah sudah tidak terpikirkan, 
takut akan penolakan. Belum lagi jika perkosaan itu melahirkan bayi 
tanpa ayah yang syah. Suatu kondisi yang memang sangat 
merusak masa depan anak, oleh karena itu wajar jika pelakunya 
diganjar denngan pidana penjara yang berat dengan denda yang 
cukup tinggi yang setimpal dengan perbuatannya.  
 
Dalam upaya untuk menormalisasi fisik dan mental anak yang 
masih tergolong di bawah umur atau belum dewasa yang menjadi korban 
kekerasan seksual, selanjutnya menurut Dharmawan (2000 : 134) 
mengatakan bahwa: 
Anak korban kekerasan seksual atau perkosaan memerlukan 
perlindungan hukum dan pendampingan pshikologi sebagai berikut: 
a. Hendaknya identitas anak disamarkan dengan inisial dalam 
pemberitaan, guna menjaga kehormatan dan rasa malu. 
b. Secepatnya anak korban kekerasan diperiksakan ke dokter 
kepolisian yang berwenang untuk divisum. 
c. Sebagai saksi korban yang dimintai keterangan harus diberi 
pertanyaan yang lebih sopan dan tidak vulgar, agar tidak malu 
mengukapkan kasus yang menimpa dirinya. 
d. Sedapat mungkin korban diberi pendamping pshikologi untuk 
memulihkan kejiwaannya yang labil. 
e. Perlu pula didampingi rohaniawan yang dapat member nasehat 
agama yang bijak untuk mengembalikan mental spiritualnya. 
f. Perlu mendapat dukungan dan belaian kasih dari orang tua, 




B.  Sanksi Pidana dan Putusan Hakim 
Mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim 
terhadap anak pelaku tindak pidana atau delik diatur dalam beberapa 
pasal Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, 
yang terdiri atas: 
 
1. Sanksi Pidana  
Adapun sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang 
Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yaitu saksi pidana 
dan sanksi tindakan, sebagai berikut: 
 
a. Pidana Pokok 
Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terdiri atas pidana penjara, 
pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan yang dapat 
dijelaskan sebagai berikut:  
1) Pidana Penjara 
Pidana penjara bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana telah 
diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 
berbunyi : 
Pidana prnjara yang dapat dikenaan kepada anak sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama satu 
perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 
dewasa. 
 
Berikutnya dalam Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 




Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf 
a, melakukan delik yang diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan 
kepada anak tersebut paling lama sepuluh tahun. 
 
Sedangkan dalam  Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 
1997 berbunyi : 
Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf 
a, belum mencapai usia 12 tahun melakukan delik yang diancam 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap 
anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan, sebagaimana 
yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yaitu menyerahkan 
kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan 
kerja. 
 
terakhir dalam Pasal 26 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 
1997 berbunyi : 
Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 huruf 
a, belum mencapai usia 12 tahun melakukan delik yang diancam 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap 
anak nakal tersebut, dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24.  
  
2) Pidana Kurungan 
Pidana kurungan bagi anak pelaku delik diatur dalam Pasal 27 
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi : 
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 anka 2 huruf a, paling 
lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan orang 
dewasa. 
 
3) Pidana Denda 
Pidana denda bagi anak pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 28 
ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi : 
Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling 
banyak satu perdua dari maksimum ancaman pidana denda dari 




4) Pidana Pengawasan 
Pidana pengawasan terhadap anak pelaku tidak pidana diatur dalam 
Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi : 
Pidana pengawasan anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 angka 2 huruf a paling singkat tiga bulan dan paling lama dua tahun. 
Dalam Pasal Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 
berbunyi: 
Apabila terhadap anak nakal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 
1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di 




b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak 
pidana atau delik, diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 
3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1) Perampasan Barang-barang Tertentu 
Barang yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dengan 
kejahatan, atau barang dipakai untuk melakukan delik. Barang-barang 
yang boleh dirampas harus kepunyaan terhukum. 
2) Pembayaran Ganti Rugi 
Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tabahan 
merupakan tanggung jawab orang tua atau orang lain yang 




2. Sanksi Tindakan  
Adapun sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang 
melakukan tindak pidana atau delik, telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) 
Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang intinya sebagai berikut: 
 
a. Mengembalikan kepada orang tua 
Sanksi tindakan terhadap anak nakal yang melakukan tindak 
pidana yaitu, mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua 
asuh. Menurut Supramono (2007 : 35) mengatakan bahwa: 
Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua 
asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan 
Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan-
kegitan kepramukaan dan lain-lain.  
 
 
b. Menyerahkan kepada Negara  
Sanksi tindakan kepada anak pelaku delik yaitu menyerahan 
kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja 
yang menurut Supramono (2007 : 36) mengatakan bahwa: 
Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua 
asuh tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, 
maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak, untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan, dan latihan kerja.  
 
 
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial  
Mengenai sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana atau 
delik yaitu, menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi 
Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, 




Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja di 
selenggarakan oleh pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal ini kepentingan anak 
menghendaki maka hakim dapat menetapkan anak bersangkutan 
diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan seperti 
pesantren, panti sosial, dan lembaga social lainnya dengan 
memperhatikan agama anak yang bersangkutan. 
 
Selanjutnya mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 
ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
yang berbunyi :“Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 
ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang dapat 
ditetapkan oleh hakim”.  
Teguran ini dimaksudkan sebagai peringatan dari hakim, baik 
langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan, maupun secara tidak 
langsung melalui orang tua, wali, dan orang tua asuh. Hal ini dimaksudkan 
agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya yang mengakibatkan 
ia dijatuhi tindakan. 
Adapun maksud dari syarat tambahan berupa kewajiban untuk 
melapor secara berkala kepada Pembimbing Kemasyarakatan,  bertujuan 
untuk mengontrol atau memonitoring anak tersebut apakah ia sudah 
berperilaku baik atau sebaliknya. Dengan demikian pembinaan tetap 
berkelanjutan hingga selesai masa tindakan. 
Dari ketiga sanksi tindakan tersebut telah menunjukkan bahwa, 
anak yang belum cukup umur atau belum dewasa yang melakukan delik, 
pada umumnya tidak dijatuhi saksi pidana, melainkan hanya dapat dijatuhi 
sanksi tindakan. Suatu sanksi yang cukup adil dan bijaksana kerena 




3. Putusan Hakim 
Putusan pengadilan atau putusan hakim tertera dalam Pasal 1 butir 
11 KUHAP yang berbunyi: 
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 
dalam siding pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan 
atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
 
Menurut Prinst (2002 : 162) menjelaskan bahwa: “Putusan hakim atau 
vonis adalah putusan pengadilan sebagai akhir dari suatu pemeriksaan”. 
Isi dari putusan tersebut dapat berupa putusan murni (vrij spraak), lepas 
dari dakwaan atau bebas (onslag van rechts vervoolging), dan 
pemidanaan, berikut ini.  
 
a. Putusan Bebas Murni 
Putusan semacam ini telah banyak dijelaskan oleh para pakar 
hukum pidana, antara lain menurut  Prints (2002 : 162) menjelaskan 
sebagai berikut: 
Putusan murni (vrij spraak), adalah putusan bebas murni dijatuhkan 
apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali, 
karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, 
ataupun ada tetapi bukan merupakan tindk pidana. 
 
Menurut Hamzah (2002 : 281) menjelaskan putusan bebas murni 
yang sesuai dengan KUHAP yang berlaku di Indonesia adalah sebagai 
berikut: 
Putusan bebas nurni (vrij spraak) dijatuhkan, jika pengadilan 
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di siding kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya tidak terbukti 
secara syah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 




b. Putusan Lepas dari Segala Dakwan atau Putusan Bebas 
Mengenai putusan lepas dari dakwaan jaksa penuntut umum atau 
putusan bebas (onslag van rechts vervoolging), antara lain dijelaskan oleh 
Prints (2002 : 162) sebai berikut: 
Putusan lepas dari dakwaan (onslag van rechts vervoolging), 
diambil apabila dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti 
sama sekali, walaupun perbuatan Terdakwa ada, akan tetapi 
perbuatan itu mungkin saja bukan merupakan tindak pidana, tetapi 
pasal yang didakwakan tidak mencakup perbuatan yang dilakukan 
oleh Terdakwa tersebut. 
 
Putusan tersebut di atas banyak mengundang suatu tanda tanya, 
mengapa hakim berpendapat demikian, membebaskan terdakwa dari 
segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hal ini lebih lanjut 
dijelaskan oleh  Hamzah (2002 : 280) sebagai berikut: 
Suatu putusan mengenai tuntutan penuntut umum tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijk velklaring van het Openbare Ministerie) 
jika berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan tidak ada 
alasan hukum untuk menuntut pidana, misalnya dalam hal delik 
aduan tidak ada surat pengaduan yang dilampirkan dalam berkas 
perkara, atau aduan ditarik kembali, atau delik itu telah lewat waktu 
(verjaard), atau alasan non bis in idem. 
 
Dalam kondisi yang demikian ini telah menunjukkan bahwa, 
tedakwa bebas dari segala dakwaan, karena jaksa selaku penuntut umum 
tidak dapat membuktukan dakwaannya. Karena itu jaksa harus lebih teliti 
dan cermat dalam menyesun dakwaan dan tuntutannya, agar dapat lebih 
akurat dalam pembuktian. Kelemahan jaksa dalam menyusun dakwaan 
dan tuntutan menjadi salah satu penyebab ditolaknya dakwaan. Dengan 
demikian terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan yang harus 




c. Putusan Pemidanaan 
Selain kedua putusan tersebut di atas, hakim pengadilan dapat pula 
menjatuhkan putusan pemidaan, hal in antara lain dijelaskan oleh Hamzah 
(2002 : 281) sebagai berikut: 
Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat 
keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang 
didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatannya terbukti dan 
dapat dipidana. 
 
Selanjutnya putusan pemidanaan ini dijelaskan lebih lanjut oleh 
Prints (2002 : 162-163) sebai berikut: 
Apabila dakwaan dapat dibuktikan maka putusan hakim dapat 
berupa pemidanaan. Bentuk-bentuk pemidanaan itu seperti yang 
diatur dalam Pasal 10 KUH Pidana, terdiri atas: 
a. Dalam prakteknya apabila pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
kurang dari dua per tiga lamanya yang dituntut oleh penuntut 
umum, maka penuntut umum akan mengajukan banding atas 
putusan tersebut. 
b. Untuk tindak pidana umum maka putusan pemidanaan itu 
bersifat alternatif. Artinya apabila dijatuhkan hukuman badan, 
maka denda tidak dijatuhkan dan sebaliknya. 
c. Dalam tindak pidana khusus seperti TPK, TPE, maka hukuman 
ini dapat berbentuk memulasi, yakni di samping dijatuhkan 
hukuman badan juga dijatuhkan hukuman denda. Hal ini dapat 
diketahui dari ketentuan Pasal 28, 29, 30, 31 dan 32 TPK 
(Tindak Pidana Khusus). 
 
Sebagaimana telah dijelaskan dimuka telah dijelaskan bahwa 
putusan pemidanaan itu terdiri atas pidana penjara, pidana kurungan, 
pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana tambahan berupa 
perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.  
Adapun terdakwa membayar biaya perkara adalah rangkaian 
pidana penjara yang dijatuhkan hakim. Adapun pidana tindakan lebih 
ditujukan untuk pemidaan anak di bawah umur sebagai pelaku delik.   
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BAB   III 
METODE PENELITAN 
 
A. Lokasi Penelitiam 
Penelitian lapangan dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Negeri 
Makassar yang terletak di Jl. R.A. Kartini Np.23 Telp. 0411 324058 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan 
atas pertimbangan, bahwa putusan pengadilan yang menyangkut salah 
satu kasus melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, telah diesekusi, 
sehingga menarik penulis untuk menelitinya, dalam rangka penyelesaian 
studi pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
 
B. Teknik Pengumpulkan Data 
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 
sebagai berikut: 
1. Field research ((penelitian lapangan), adalah yang dilakukan pada 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar, dengan menerapkan beberapa 
teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Obsevasi, adalah pengamatan atas aktivitas-aktivitas operasional 
administratif aparat hukum dalam proses penegakan hukum.  
b. Wawancara, adalah mengajukan pertanyaan kepada pejabat yang 




c. Dokumentasi, mengumpulkan hasil putusan pengadilan atas kasus 
kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. 
2. Library research (penelitian kepustakaan), adalah penelitian yang 
dilakukan di perpustakan untuk mendapatkan reperensi atau literatur 
yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian di 
perpustakan dalam kampus Universitas Hasanuddin Makassar dan 
perpustakaan umum lainnya diluar kampus seperti Perpustakaan 
Umum Kota Makassar. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian 
lapangan ini yaitu: 
1. Data primer, adalah data pokok yang masih perlu diolah lebih lanjut 
yang bersumber dari: 
a. Hasil ovsevasi atau pengamatan lapangan.  
b. Hasil wawancara dengan aparat hukum yang berwenanng. 
2. Data sekunder, adalah data penunjang yang langsung dimasukkan 
dam pembahasan penelitian ini, yang diperoleh dari hasil dokumentasi 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang mencakup: 
a. Dokumen Petikan Penyidikan dari Kepolisian Republik Indonesia 
Sektor (Polsek) Tallo  
b. Dokumen Petikan Penuntutan dari Kejaksaan Negeri Makassar  
c. Dokumen Petikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Linmas) dari 




d. Dokumen Petikan Putusan Hakim  Pengadilan Negeri Makassar 
yang mengadili kasus perkosaan tersebut. 
D. Metode Analisis Data 
Data yang di peroleh dalam penelitian lapangan, akan dianalisis 
dengan teori bidang hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. 
Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
untuk menjelaskan fenomena yang terjadi sebelum persidangan, selama 
persidangan, dan sesudah persidangan atas atas salah satu Putusan 
Pengadilan Anak mengenai kasus kekerasan atau ancaman kekerasan 
yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang 
tempat kejadian perkara (TPK) di Kelurahan Tallo sebagai wilayah hukum 





BAB  IV 
HASIL HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Materil Tentang Tindak Pidana Melakukan 
Persetubuhan Dengan Anak 
 
Sebagai bab inti yang menyangkut hasil-hasil penelitian dan 
pembahasan materi atas Putusam Pengadilan Negeri Makassar No. 
1169/Pid.B/2012/PN. Mks, yang dimulai dari posisi kasus atau duduk 
perkara, keterangan saksi dari hasil pemeriksaan penyidikan dan 
penuntutan terdakwa, pemeriksaan dalam persidangan, dan pembelaan 
terdakwa. Semuanya akan dipaparkan dalam bahasan berikut ini. 
  
1. Duduk Perkara  
Pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 terdakwa Suriadi Bin 
Chandra alias Adi, umur 18 tahun, pada malam hari yang sudah tidak lagi 
diingat jam berapa atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam 
tahun 2012, bertempat di rumah kost teman terdakwa yaitu saksi laki-laki 
Hasruddin alias Ato di Jl. Kesadaran Tello Makassar, atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang lain dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban perempuan Annur Rizky 
Hidayana, umur 16 tahun melakukan persetubuhan dengan anak. Pada 
saat saksi korban  Annur Rizky Hidayana, berniat menjual laptop miliknya, 




Herman alias Arman untuk mencarikan pembeli. Kemudian saksi korban 
dan saksi Herman memasarkan laptop di Kota Pangkep dan Kota Maros, 
tetapi laptop tersebut tidak laku terjual, sehingga saksi korban 
menghubungi terdakwa melalui telepon dan terdakwa bersedia membantu 
untuk menjualkan laptop milik saksi korban.  
Saksi korban dan saksi Herman kemudian menuju Makassar dan 
bertemu dengan terdakwa di Jalan Urip Sumoharjo, kemudian saksi 
korban masih dibonceng oleh saksi Herman mengikuti terdakwa menuju 
ke rumah kost milik temannya di Jalan Tello, kemudian saksi korban, 
terdakwa, dan saksi Herman menuju ke MTC Karebosi dimana saksi 
korban berboncengan dengan saksi Herman, sedangkan tedakwa dengan 
temannya masing-masing mengendarai motor sendiri. Tetapi sesampai di 
MTC Karebosi tidak ada yang membeli laptop milik saksi korban, sehingga 
saksi korban, saksi Herman, dan terdakwa kemudian berniat menuju ke 
Computer City, namun dalam perjalanan saksi Herman sudah mau pulang 
ke Pangkep bersama dengan saksi korban, tetapi terdakwa mengatakan 
jika nanti dia saja yang akan mengantarkan saksi korban untuk pulang ke 
Pangkep sepulang dari Computer City. Herman kemudian pulang ke 
Pangkep dan saksi korban di bonceng oleh terdakwa menuju ke Computer 
City tetapi sudah tutup. Saksi korban menyuruh terdakwa untuk 
mengantar pulang, namun terdakwa menyarankan saksi korban untuk 
bermalam saja di rumah kostnya karena sudah malam. Saat itu saksi 
korban mengatakan “den di rumahnya maki gang”, “siapa yang bermalam 




saksi korban mengatakan “tidak adakah tempat lain” dan terdakwa 
mengatakan “di rumahnya maki temanku banyakji orang di situ”, dan saksi 
korban mengatakan “lebih baik di rumahnya temanmu dari pada di kostmu 
tidak ada orang”. Kemudian saksi korban dan terdakwa menuju ke rumah 
kos teman terdakwa yaitu laki-laki Hasruddin dan saksi korban bermalam 
di rumah kost Hasruddin. 
Pada saat itu terdakwa saksi korban tidur terpisah, tetapi setelah 
saksi korban tertiur secara tiba-tiba saksi korban kaget setelah merasakan 
ada orang yang memegang tangannya dan mengelus muka saksi korban 
dalam keadaan gelap, sehingga saksi korban mengambil hadphone dan 
menyalakan senternya, dan saksi korbanpun melihat terdakwa dan 
mengatakan “ada apa, kenapaki di sini, keluarmaki”, “tidak baik di lihat 
orang” dan terdakwa mengatakan “tidak apa-apa ji tidak adami juga 
temanku di luar”, kemudian terdakwa mngatakan “bisa ndak melakukan 
hubungan layaknya suami isteri kalau di dalam kamar”, dan saksi 
menjawab “tidak mauka, takutka, dan dilarangka juga”, kemudian 
terdakwa mengatakan “kenapaki takut, tidak ji itu”, sambil terus 
memegang tangan korban, dan saksi korban mendorong terdakwa dan 
mengatakan “keluarmaki, jangan maki di situ”, tetapi terdakwa mala 
memegang kedua tangan korban dan mendorong sehingga saksi korban 
terbaring dan kemudian terdakwa naik di atas perut dan menindih badan 
saksi korban, sehingga saksi korban berusaha melakukan perlawanan 
dan memberontak dan berhasil terlepas, dan kemudian saksi korban 




pintu dan berusaha membukanya namun ternyata pintu kamar terkunci, 
sambil berusaha membuka pintu. Terdakwa menarik kaki kanan saksi 
korban dan salah satu tangan terdakwa dimasukkan ke dalam rok celana 
saksi korban dari arah bawah, dan kemudian terdakwa menarik celana 
dalam saksi korban sehingga celana dalam saksi korban terlepas. 
Terdakwa kemudian memegang kedua tangan saksi korban sambil sambil 
menarik dari arah belakang, kemudian saksi korban berteriak dengan 
mengatakan “tolong kak saya mau keluar” yang saksi korban ucapkan 
berulang kali, namun terdakwa tidak menghiraukan saksi korban sambil 
terdakwa terus menarik paksa kedua tangan korban kearah kasur yang 
mana posisi saksi korban saat itu terdakwa. Setelah terdakwa berhasil 
menarik saksi korban hingga di atas kasur, kemudian terdakwa langsung 
naik dan menindih badan saksi korban dan kemudian terdakwa menampar 
pipi kiri saksi korban satu kali, lalu terdakwa memegang kedua tangan 
saksi korban lalu terdakwa berusaha untuk memasukkan alat 
kemaluannya ke dalam alat kemaluan saksi korban, sehingga saksi 
korban merasakan sakit, sehingga saksi korban berteriak mengatakan 
“sakit”, tetapi terdakwa tetap memasukkan alat kemaluannya ke dalam 
alat kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan naik turun 
alat kemaluannya di dalam alat kemaluan saksi korban sekitar kurang 
lebih lima belas menit. Lalu terdakwa berhenti sejenak kurang lebih satu 
menit dengan posisi terdakwa masih berada di atas badan saksi korban, 
dan alat kemaluannya masih berada di dalam alat kemaluan saksi korban. 




alat kemaluan saksi korban, dan posisi saksi korban masih terbaring dan 
saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin saksi 
korban, dan terdakwa kemudian berbaring di samping saksi korban. Saksi 
korban saat itu merasakan lemas dan merasakan sakit pada alat 
kemaluannya, dan setelah kejadian itu, saksi korban hanya terdiam sambil 
menangis dan tidak lama kemudian saksi korban tertidur. menjelang 
Subuh pada saat saksi korban mendengar suara Adzan, tiba-tiba saksi 
korban terbangun dan merasakan terdakwa masih ada di atas badannya, 
saksi korban berusaha kembali meronta dan berusaha bangun, namun 
seluruh badan saksi korban terasa lemas, dan terdakwa kembali 
memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, dan 
kembali saksi korban merasakan sakit pada alat kelaminnya, dan pada 
saat itu alat kelamin terdakwa digoyang-goyangkan naik turun kurang 
lebih sepuluh menit, dan kemudian terdakwa berhenti menggoyang-
goyangkan alat kemaluannya di dalam alat kemaluan saksi korban, tetapi 
alat kemaluan terdakwa masih berada dalam alat kemaluan saksi korban, 
tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan dan mencabut alat 
kemaluannya, dan saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari 
alat kemaluannya. Setelah itu terdakwa kemudian berbaring di samping 
saksi korban dan tidak lama kemudian saksi korban tertidur. 
Pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 setelah saksi korban 
terbangun saksi korban dipaksa oleh terdakwa untuk meminum satu butir 
oabat, sehingga saksi korban mengantuk dan kembali tertidur, dan 




kemudian saksi korban dan terdakwa menuju rumah kost terdakwa di 
Jalan Pampang Makassar, saat itu saksi korban mengatakan agar 
menunggu hasil penjualan laptopnya. Saat itu saksi korban menyuruh 
terdakwa untuk mengantarkan saksi korban pulang ke Pangkep, tetapi 
terdakwa hanya mengulur-ulur waktu. Kemudian terdakwa memberikan 
satu butir dan memaksa saksi korban untuk meminumnya bersama 
dengan satu 1 kaleng minuman coca cola, kemudian menyuruh saksi 
korban tidur di kamar kostnya, dan kemudian kembali terdakwa 
menyetubuhi saksi korban sebanyak dua kali.  
Kesokan harinya  Jum’at tanggal 06 April 2012 sekitar pukul 06.30 
Wita, terdakwa mengantar saksi korban pulang ke Pangkep, namun 
setelah berada di Pangkep tepatnya di poros jalan depan rumah saksi 
korban, terdakwa malah mengencangkan kendaraannya dan saat itu saksi 
korban mengatakan “rumah saya sudah lewat”, namun terdakwa 
mengatakan “ke rumahkuki dulu sebentar” sambil terus membalap 
motornya, dan setelah lewat rumah terdakwa, terdakwa mengatakan 
“kalau kamu ditanya sama ibuku, kamu bilang kamu oran Pare”, sehingga 
saya mengatakan “kenapa saya mau bilang saya orang Pare”, dan 
terdakwa mengatakan “bilang saja orang Pare dari pada saya tidak kasiko 
uangmu”. Setelah dari rumah terdakwa, terdakwa membawa saksi korban 
ke Kota Pare-pare dengan alasan kalau ada urusan di Kota Pare-pare, 
sesampainya di Kota Pare-pare terdakwa membawa saksi korban ke 
sebuah penginapan dan menyuruh saksi korban menunggunya di 




korban meminum satu butir obat yang saksi korban tidak tahu namanya 
bersama satu kaleng minuman Fanta, lalu terdakwa kemudian 
meninggalkan saksi korban di situ sampai akhirnya saksi korban tertidur 
dan kemudian ditemukan oleh kakak iparnya. 
Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, 
maka kondisi fisik saksi korban Annur Rizky Hidayana mengalami hal-hal 
sebagai berikut: 
a.  Hasil Pemeriksaan: 
Fakta dari kelainan fisik: 
1) Bagian luar tubuh 
Anggota gerak atas; tampak satu luka lecet gores ukuran nol koma 
lima millimeter di punggung tangan pada pangkal jari kedua tangan 
kanan. Tanpak satu luka lecet gores ukuran nol koma tiga millimeter 
di punggung tangan pada pangkal ibu jari tangan kanan. 
2) Alat kelamin 
Pemeriksaan luar liang sanggama; tampak robekan selaput dara 
pada arah jam tiga, jam sembilan, dan dua belas hingga ke dasar. 
Tampak kemerahan pada dasar alat kelamin luar bagian bawah, 
tidak tampak cairan putih, kesan robekan lama pada selaput dara.   
b. Kesimpulan: 
Dari hasil pemeriksaan tersebut tampak robekan selaput dara pada 
arah jam tiga, sembilan, dan dua belas hingga ke dasar. Tampak 
kemerahan pada dasar alat kelamin luar bagian bawah, tidak tampak 




Hal itu sesuai dengan Visun Et Repertum dari Rumah Sakit 
Bhayangkara Makassar No. Pol. VER/O3/V/2012/Rumkit, tanggal 3 Mei 
2012 dan dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suzanna, S. Pakasi, Sp. 
OG. 
c. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam 
Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. 
Seluruh rangkaian duduk perkara tindak pidana kekerasan yang 
memaksa anak di bawah umur (16 tahun) untuk melakukan persetubuhan 
dengannya, adalah cukup jelas yang diungkapkan dalam Surat Dakwaan 
oleh Jaksa Penuntut Umum Hj. Muliaty Lahang, SH dari Kejaksaan Negeri 
Makassar. Selanjutnya untuk memperkuan dakwaan tersebut dalam 
uraian di atas, dapat dilihat dalam keterangan para saksi mulai dari saksi 
pelapor, saksi korban dan beberapa saksi lainnya. Semuanya dapat 
memperkuat dakwaan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri 
Makassar,  sehingga dakwaan itu dapat dibuktikan Jaksa Penuntut Umum. 
  
2. Keterangan Saksi-saksi dan Tersangka 
Bahwa untuk membuktikan semua dakwaan tersebut maka Jaksa 
Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan tersangka di persidangan 
Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut: 
a. Saksi Pelapor (Pertama) 
Saksi pertama adalah pelapor adalah H. Abdul Azis (ayah kandung 




1953, warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan 
terakhir SMA (tamat), Alamat Kampung Mandalle Desa Mandalle, 
Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep). 
Menerangkan: 
1) Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 
bersedia diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya. 
2) Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa pada saat sekarang ini, 
sehubungan dengan laporan saksi tentang adanya anak kandung 
saksi yang bernama Annur Rizky Hidayana yang teah disetubuhi 
dan telah dibawa lari tanpa seijin dan sepengetahuan saksi. 
3) Bahwa adapun saksi laporkan telah melakukan persetubuhan dan 
telah membawa lari anak kandung saksi  bernama saudari Annur 
Rizky Hidayana adalah saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi. 
4) Bahwa dengan saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi saksi 
mengenalnya sekitar bulan April 2012, pada saat saksi mengetahui 
jika ia telah menyetubuhi dan membawa lari anak kandung saksi 
saudari Annur Rizky Hidayana, dan dengannya saksi tidak memiliki 
hubungan keluarga. 
5) Bahwa saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi melakukan 
persetubuhan terhadap anak kandung saksi terjadi hari Rabu 
tanggal 04 April 2012, di rumah kost saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi  di sekitar Tello Makassar, dan pada hari Kamis tanggal 05 
April 2012 sekitar pukul 06.00 Wita anak kandung saksi saudari 




6) Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung saat saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi melakukan persetubuhan atau membawa lari 
anak kandung yang benama saudari Annur Rizky Hidayana. 
7) Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 anak kandung saksi 
tidak berada atau bermalam di rumah, sehingga saksi melakukan 
pencarian, dan saksi mengetahui jika anak kandung saksi saudari 
Rizky Annur Hidayana diantar oleh saudara Herman alias Arman ke 
Makassar untuk menjual laptop milik anak saksi saudari Annur Rizky 
Hidayana, sehingga dari informasi saudara Herman alias Arman 
saksi dapat mengetahui jika anak saksi saudari Annur Rizky 
Hidayana bersama dengan saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
di Makassar, sehingga saksi bersama saudara Herman alias Arman 
berangkat dari Kabupaten Pangkep menuju ke Makassar untuk 
mencari anak saksi, namun selama dua malam saksi melakukan 
pencarian saksi tidak berhasil menemukannya, sehingga saksi 
berusaha mencari ke rumah saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, dan 
tepat pada hari Jumat tanggal 06 April 2012 sekitar pukul 18.00 Wita 
saksi berhasil menemukan rumah Suryadi Bin Chandra alias Adi 
dan mempertanyakan keberadaan anak saksi, namun pada saat itu 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi pada awalnya menyangkali 
jika saudari Rizky Annur Hidayana bersamanya. Namun setelah 
saksi mendesak akhirnya ia memberitahukan jika anak saksi saudari 




melakukan pencarian di Pare-pare menemukan saudari Rizky Annur 
Hidayana di sebuah penginapan di Kota Pare-pare, dan saudari 
Rizky Annur Hidayana mengatakan saat berada di Makassar dirinya 
telah disetubuhi oleh saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi. 
8) Bahwa saksi ketahui jika saudara Annur Rizky Hidayana dapat 
berada di Makassar karena dia akan menjual laptop miliknya, 
sehingga di antar oleh saudara Herman alias Arman bertemu 
dengan saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi dengan mencarikan 
pembeli laptop milik saudari Annur Rizky Hidayana. 
9) Bahwa adapun yang saksi ketahui jika saudari Annur Rizky 
Hidayana berada di Makassar sekitar dua hari bersama dengan 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi. 
10) Bahwa saat membawa saudari Annur Rizky Hidayana saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi tidak memberitahukan atau tanpa 
sepengetahuan saksi selaku orang tua kandung saudari Annur 
Rizky Hidayana. 
11) Bahwa yang saksi ketahui saudari Annur Rizky Hidayana tinggal di 
rumah kost teman saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi di Tello 
Makassar, dan di rumah kost saudara Suryadi Bin Chandra alias 
Adi di Jalan Pampang Kota Makassar, dan yang saksi ketahui jika 
yang membiayai sehari-hari saudari Annur Rizky Hidayana adalah 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi dari hasil penjualan laptop 




12) Bahwa yang saksi ketahui jika saudari Annur Rizky Hidayana telah 
disetubuhi oleh saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi pada saat di 
bawa penguasaan/kendali saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi. 
13) Bahwa saksi ketahui saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
melakukan persetubuhan dengan cara memaksa alat kemaluannya 
ke dalam alat kemaluan saudari Annur Rizky Hidayana, dan 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi melakukan persetubuhan 
dengan saudari Annur Rizky Hidayana sebanyak empat kali, dua 
kali di rumah kost teman saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi di 
Jalan Tello Makassar, dan dua kali di rumah kost Suryadi Bin 
Chandra alias Adi di Jalan Pampang Kota Makassar. 
14) Bahwa saksi ketahui saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
melakukan persetubuhan dan kekerasan atau ancaman kekerasan 
melakukan persetubuhan dengan saudari Annur Rizky Hidayana. 
15) Bahwa saksi ketahui jika saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
melakukan persetubuhan terlebih dahulu melakukan kekerasan 
dengan cara memegang kedua tangan saudari Annur Rizky 
Hidayana sehingga saudari Annur Rizky Hidayana tidak berdaya. 
16) Bahwa yang saksi ketahui bahwa saudari Annur Rizky Hidayana 
melakukan perlawanan dengan cara berusaha memberontak dan 
berteriak namun saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi memegang 




17) Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara anak saksi saudari 
Annur Rizky Hidayana dengan saudara Suryadi Bin Chandra alias 
Adi pada saat pergi bersama dan pada saat disetubuhi.  
18) Bahwa adapun anak kandung saksi saudari Annur Rizky Hidayana 
berusia 16 (enam belas) tahun pada saat dibawah pergi dan 
disetubuhi oleh saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi. 
19) Bahwa saksi dapat memperlihatkan bukti outentik yang riwayat 
kelahiran saudari Annur Rizky Hidayana berupa Akta Kelahiran 
yang menerangkan saudari Annur Rizky Hidayana di lahirkan di 
Sigeri Kabupaten Pangkep pada tanggal 28 Nopember 1995. 
20) Bahwa kejadian tersebut anak kandung saksi saudari Annur Rizky 
Hidayana merasa trauma dan malu akibat kejadian tersebut. 
21) Bahwa kemungkinan saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
membawa pergi melakukan penguasaan terhadap saudari Annur 
Rizky Hidayana agar ia dapat melakukan persetubuhan dengannya. 
  
b. Saksi Korban (Kedua) 
Saksi keduaadalah saksi korban Annur Rizky Hidayana, umur 16 tahun, 
lahir di Sigeri Kabupaten Pangkep, tanggal 28 Nopember 1995, warga 
Negara Indonesia, suku Bugia, agama Islam, pekerjaan pelajar, 
pendidikan terakhir SMP (tammat), alamat Kampung Mandalle Desa 





1) Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 
bersedia diperiksa memberikan keterangan yang sebenarnya. 
2) Bahwa saksi korban mengerti sehingga dipaksa pada saat sekarang 
ini, sehubungan dengan adanya laporan ayah kandung saksi korban  
saudara H.Abdul Azis melaporkan saksi korban telah disetubuhi dan 
telah dibawa lari tanpa seijin dan sepengetahuan dirinya. 
3) Bahwa adapun yang dilaporkan telah melakukan persetubuhan dan 
telah membawa lari diri saksi korban adalah saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi. 
4) Bahwa saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi saksi korban kenal 
sekitar tahun 2011, pada saat saksi korban duduk di Kelas I SMA 
Negeri 1 Mallusetasi Kabupaten Barru, dan adapun saksi korban 
dengan saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi hanya sebatas 
pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya. 
5) Bahwa adapun saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi melakukan 
persetubuhan dengan saksi korban terjadi pada hari Rabu tanggal 
04 April 2012 pada malam hari yang saksi korban tidak ingat lagi 
dengan waktu atau jamnya, bertempat di rumah kost teman saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi yang beralamat di Jalan Tallo 
Makassar, dan pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 pada malam 
hari yang saksi korban juga tidak dapat ingat dengan waktu atau 
jam kejadiannya bertempat di rumah kost saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi yang beralamat di Jalan Pampang Makassar, 




membawa saksi korban pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 
sekitar pukul 18.00 Wita, saksi korban dan saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi bertemu di poros Jalan Urip Sumiharjo, kemudian 
saksi korban diinapkan di rumah kost temannya yang beralamat di 
sekitar Jalan Tello Makassar, dan keesokan harinya pada Kamis 
tanggal 05 April 2012 saksi korban diinapkan di rumah kostnya di 
Jalan Pampang Kota Makassar, dan kemudian pada hari Jum’at 
tanggal 06 April 2012 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi korban 
kemudian dibawa ke Kota Pare-pare. 
6) Bahwa pada saat saksi korban berniat menjual laptop miliknya 
meminta tolong kepada saudara Herman alias Arman, dan diantar 
oleh untuk mencarikan pembeli laptop milik saksi korban, dan 
kemudian saksi korban diantar oleh Herman alias Arman 
memasarkan laptop tersebut ke Kota Pangkep dan Kabupaten 
Maros, namun karena laptop milik saksi korban tersebut belum 
terjual, sehingga saudara Herman alias Arman memberitahukan 
atau menyampaikan agar menghubungi teman yang berada di 
Makassar untuk mencarikan pembeli laptop, sehingga saksi korban 
kemudian menghubungi saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
melalui telepon, dan saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
bersedia membantu menjualkan laptop milik saksi korban, sehingga 
saksi korban bersama dengan saudara Herman alias Arman menuju 
ke Makassar dan bertemu dengan saudara Suryadi Bin Chandra 




yang masih berboncengan dengan saudara Herman alias Arman 
mengikuti saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi menuju ke rumah 
kos milik temannya yang berada di sekitar Jalan Tallo. Sesampainya 
di rumah kost teman saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi, kami 
kemudian menuju ke MTC Karebosi dimana saksi korban 
berboncengan dengan saudara Herman alias Arman, dan saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi bersama dengan temannya yang 
saksi korban tidak ketahui namanya masing-masing mengendarai 
kendaraan sendiri, dan sesampainya di MTC Karebosi tidak ada 
yang berminat membeli laptop milik saksi korban, sehingga kami 
keluar dari MTC Karebosi dan berniat menuju ke Computer City, 
namun di dalam perjalanan saudara Herman alis Arman sudah mau 
pulang ke Kabupaten Pangkep bersama dengan saksi korban, 
namun saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi mengatakan jika ia 
saja nanti yang akan mengantar saksi korban pulang ke Kabupaten 
Pangkep sepulang dari Computer City. Setelah itu kemudian 
saudara Herman alis Arman pulang ke Kabupaten Pangkep, dan 
kemudian saksi korban dibonceng oleh Suryadi Bin Chandra alias 
Adi menuju ke Computer City, namun sesampainya di sana 
Computer City telah tutup, sehingga saksi korban menyuruh Suryadi 
Bin Chandra alias Adi untuk mengantar saksi korban pulang ke 
Pangkep, namun saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
menyarankan saksi korban agar bermalam di rumah kostnya karena 




siapa bermalam di rumah kosta”, kemudian Suryadi Bin Chandra 
alias Adi berkata “hanya kita berdua”, sehingga saksi korban 
mengatakan “tidak adakah tempat lain”, sehingga saudara Suryadi 
Bin Chandra alias Adi “di rumahnyaki temanku banyakji orang 
disitu”, sehingga saksi korban mengatakan “lebih baik di rumahnya 
temanmu dari pada di kostmu tidak ada orang”, dan kemudian kami 
menuju ke rumah kost teman saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
yang beralamat sekitar Jalan Tello Makassar. Kemudian saksi 
korban bermalam dan menginap di rumah kost teman saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi, dan pada malam tersebut saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi melakukan persetubuhan sebanyak 
dua kali terhadap diri saksi korban, dan kemudian keesokan harinya 
pada Kamis tanggal 05 April 2012 saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi pada pagi hari setelah saksi korban terbangun, saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi menyuruh dan memaksa saksi 
korban untuk minum satu butir obat yang saksi korban tidak tahu 
namanya, sehingga saksi korban merasa ngantuk dan kembali 
tertidur, dan kemudian pada sore harinya saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi membangunkan saksi korban dan kemudian saksi 
korban dan Suryadi Bin Chandra alias Adi menuju ke rumah kostnya 
yang beralamat di Jalan Pampang Makassar, sesampainya di 
rumah kost mempertanyakan laptop milik saksi korban, dan 
kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi mengatakan agar 




dan kemudian terus menanyakan uang hasil penjualan laptop milik 
saksi korban dan meminta agar saudara Suryadi Bin Chandra alias 
Adi mengantar saksi korban pulang ke Kabupaten Pangkep, namun 
ia mengulur-ulur waktu dan kemudian saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi memberikan dan memaksa saksi korban untuk minum satu 
butir abat yang saksi tidak tahu namanya bersama satu kaleng 
minuman coca cola, dan kemudian menyuruh saksi korban tidur di 
kamar kostnya, dan kemudian kembali melakukan persetubuhan 
terhadap diri saksi korban sebanyak dua kali, keesokan harinya 
Jum.at tanggal 06 April 2012 sekitar pukul 06,30 Wita, saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi mengantar saksi korban pulang ke 
Kabupaten Pangkep, namun setelah berada di Kabupaten Pangkep 
tepat di poros jalan rumah milik saksi korban saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi malah mengencangkan kendaraannya dan saksi 
korban mengatakan “rumah saksi korban sudah lewat”, namun 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi mengatakan “ke rumahkuki 
dulu sebentar” sambil terus membalap motor yang dikendarainya 
bersama dengan saksi korban dan setelah dekat dari rumahnya 
kemudian Suryadi Bin Chandra alias Adi mengatakan “kalau kamu 
ditanya sama ibuku, kamu bilang kamu orang Pare”, sehingga saksi 
korban mengatakan “kenapa saksi korban mau bilang saksi korban 
orang Pare”, kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
mengatakan “bilang saja orang Pare dari pada tidak kukasiko 




saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi, kemudian saudara Suryadi 
Bin Chandra alias Adi membawa saksi korban ke Kota Pare-pare 
dengan alasan jika ia ada urusan disana di Kota Pare-pare dan 
sesampainya di sana saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
membawa saksi korban ke sebuah penginapan dan menuju saksi 
korban untuk menunggunya di penginapan tersebut dan kemudian 
kembali saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi memaksa saksi 
korban untuk meminum satu butir obat yang saksi korban tidak tahu 
bersama satu kaleng Fanta, dan kemudian saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi meninggalkan saksi korban sampai saksi korban 
akhirnya tertidur dan ditemukan oleh kakak ipar saksi korban. 
7) Bahkan adapun saksi korban bersama dengan saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi berada di Makassar selama dua hari. 
8) Bahwa pada saat saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi memberi 
obat tersebut saksi korban tidak mengetahui nama dan jenis obat, 
namun sebelum meminun obat tersebut saksi korban menanyakan 
kegunaan obat tersebut mengatakan jika obat tersebut berfungsi 
untuk meredakan sakit kepala, sebagai vitamin dan obat untuk luka 
pada betis saksi korban akibat terkena knalpot motor, setelah saksi 
korban meminum obat tersebut saksi korban mengantuk dan saat 
terbangun badan terasa pegal dan seluruh badan sulit  digerakkan. 
9) Bahwa saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi tidak meminta ijin 
atau tidak memberitahukan orang tua saksi korban pada saat 




10) Bahwa pada saat saksi korban bersama dengan saudara Suryadi 
Bin Chandra alias Adi, saksi korban tinggal bermalam di rumah kost 
teman saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi di sekitar Tello 
Makassar selama satu malam, dan di rumah kost saudara Suryadi 
Bin Chandra alias Adi di Jalan Pampang Makassar selama satu 
malam, selama bersama saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
kebutuhan dibiayai oleh saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi. 
11) Bahwa pada saat bersama saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
awalnya terpisah setelah saksi korban tertidur tiba-tiba Suryadi Bin 
Chandra alias Adi diatas kasur tempat saksi korban tidur.  
12) Bahwa berawal pada saat pertama kali saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi melakukan persetubuhan terhadap diri saksi 
korban di rumah kost teman yang beralamat di Jalan Tello 
Makassar, diawali pada saat saksi korban disuruh oleh saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi untuk istirahat atau tidur di dalam 
sebuah kamar, dan setelah saksi korban tertidur tiba-tiba saksi 
korban terkaget setelah ada orang yang memegang tangan dan 
mengelus-elus muka saksi korban, karena keadaan gelap sehingga 
saksi korban mengambil handphone dan menyalakan senternya 
dan saksi korban melihat saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi, 
kemudian saksi korban mengatakan “ada apa, kenapaki di sini, 
keluarmaki ndak baik dilihat sama orang”, dan kemudian saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi mengatajan “ndak apa-apaji tidak 




alias Adi mengatakan “bisa ndak mwelakukan hubungan suami 
isteri kalau lagi di dalam kamar”, kemudian saksi korban 
mengatakan “tidak mauka, takutka, dan dilarangka juga”, kemudian 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi mengatakan “kenapaki takut 
tidakji itu” sambil terus memegang tangan kanan saksi korban. 
Kemudian saksi korban mendorongnya sambil mengatakan 
“keluarmaki jangan maki disini”, namun saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi malah memegang kedua tangan saksi korban 
dan mendorongnya sehingga saksi korban terbaring dan kemudian 
naik di atas perut dan menindih badan saksi korban, sehingga saksi 
korban berusaha melakukan perlawanan atau memberontak dan 
berhasil terlepas, dan kemudian saksi korban berusaha merangkak 
menuju pintu dan setelah saksi korban menemukan pintu dan 
berusaha membukanya namun ternyata pintu kamar terkunci, 
sambil saksi korban berusaha membuka pintu, kemudian saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi menarik kaki kanan saksi korban dan 
salah satu tangannya dimasukkan kedalam rok celana saksi korban 
dari arah bawah dan kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias 
Adi menarik celana dalam saksi korban, sehingga celana dalam 
saksi korban terlepas, kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias 
Adi memegang kedua tangan saksi korban sambil menarik dari 
arah belakang, kemudian saksi korban berteriak dengan 
mengatakan “tolong kak saya mau keluar” yang saksi korban 




tidak menghiraukan teriakan saksi korban sambil ia terus menarik 
paksa kedua tangan korban kearah kasur yang mana posisi saksi 
korban pada saat itu terlentang, dan setelah ia berhasil menarik 
saksi korban hingga di atas kasur, kemudian saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi langsung naik dan menindih badan saksi korban, 
dan kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi menampar 
pipi kiri saksi korban sebanyak satu kali dan kemudian memegang 
kedua tangan saksi korban, dan kemudian saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi masuk diantara kedua kaki saksi korban, dan 
kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi berusaha 
memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan korban, 
sehingga saksi korban merasakan sakit dan kemudian saksi korban 
berteriak mengatakan “sakit”, namun saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi tetap memasukkan alat kemaluannya kedalam alat 
kemaluan saksi korban sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit, 
dan kemudian Suryadi Bin Chandra alias Adi  berhenti sejenak 
kurang lebih satu menit dengan posisi saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi masih berada di atas badan saksi korban dan 
alat kemaluannya masih berada di dalam alat kemaluan saksi 
korban, kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi bangun 
dan mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam alat kemaluan 
saksi korban, dan posisi saksi korban masih terbaring, dan saksi 
korban merasakan ada cairan yang keluar dari dalam alat 




Adi berbaring di samping saksi korban, dan saksi korban hanya 
merasakan lemas dan sakit pada alat kemaluannya, dan setelah 
kejadian tersebut saksi korban hanya terdiam sambil menangis, 
dan tidak lama kemudian saksi korban tertidur, dan kemudian 
menjelang Subuh pada saat saksi korban mendengar suara Adzan 
saksi korban tiba-tiba terbangun dan merasakan saudara Suryadi 
Bin Chandra alias Adi sudah berada di atas badan saksi korban, 
dan saksi korban berusaha kembali meronta dan berusaha bangun 
namun seluruh badan korban terasa lemas, kemudian saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi kembali memasukkan alat 
kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban, dan kembali 
saksi korban merasakan sakit pada alat kemaluan saksi korban, 
dan pada saat alat kemaluan saudra Suryadi Bin Chandra alias Adi 
berada di dalam alat kemaluan saksi korban kemudian digoyang-
goyangkan naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dan 
kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi berhenti 
menggoyang-goyangkan alat kemaluannya di dalam alat kemaluan 
saksi korban, namun alat kemaluannya masih tetap berada didalam 
alat kemaluan saksi korban sambil posisinya masih tetap di atas 
badan saksi korban, dan tidak lama kemudian saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi mengeluarkan atau mencabut alat kemaluannya 
dari alat kemaluan saksi korban, kemudian saksi kembali 
merasakan ada cairan yang keluar dari dalam alat kemaluan saksi 




kembali berbaring di samping saksi korban dan tidak lama 
kemudian saksi korban kembali tertidur. Kemudian kembali saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi melakukan persetubuhan terhadap 
diri saksi korban pada saat saksi korban berada di rumah kost di 
Jalan Pampang Makassar, awalnya terjadi pada malam hari saksi 
korban diberi sebutir obat dengan sekaleng minuman coca cola 
yang awalnya saksi korban menolak meminum obat tersebut, 
namun saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi mengancam jika 
saksi korban tidak meminum obat tersebut maka ia tidak akan 
member uang hasil penjualan laptop milik korban, sehingga saksi 
korban akhirnya meminum obat tersebut dan kemudian saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi menyuruh saksi korban untuk tidur 
dan kemudian saksi korban naik ke atas kasur dan berbaring, tidak 
lama kemudian saksi korban merasakan ngantuk dan akhirnya 
saksi korban tertidur, dan kemudian saksi korban terbangun setelah 
saksi korban dibangunkan oleh saudara Suryadi Bin Chandra alias 
Adi dan saksi korban merasakan seluruh badan lemas dan sulit 
untuk digerakkan, serta saksi korban sulit mengeluarkan suara, dan 
saksi korban melihat saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi sudah 
tidak mengenakan celananya dan kemudian saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi mengatakan “bangunki dulu duduk” namun 
karena suara saksi korban tidak mau keluar sehingga saksi korban 
hanya menggelengkan kepala kemudian ia kembali mengatakan 




menganggukan kepala, dan kemudian saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi kembali membuka rok dan celana dalam saksi 
korban dan saksi korban kembali berusaha untuk bergerak menolak 
dan melawannya, namun seluruh badan korban terasa lemas dan 
tidak dapat digerakkan, sehingga saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi langsung naik di atas badan saksi korban dan 
memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi 
korban dan digoyang-goyang naik turun di dalam alat kemaluan 
saksi korban sambil kedua tangannya dimasukkan kedalam baju 
saksi korban dan kemudian ia meremas kedua buah dada saksi 
korban dan mengisap kedua buah dada saksi korban secara 
bergantian, kemudian mencium leher, pipi dan bibir saksi korban 
sambil terus alat kelaminnya digoyang-goyangkan di dalam 
kemaluan saksi korban selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, 
kemudian ia berhenti menggoyang-goyangkan alat kemaluannya di 
dalam alat kemaluan saksi korban, kemudian tetap tertidur di atas 
badan saksi korban, dan tidak lama kemudian saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi mengeluarkan alat kemaluan dari dalam alat 
kemaluan saksi korban dan kemudian ia tertidur di samping saksi 
korban, kemudia saksi korban terbangun setelah merasa mau 
buang air kecil, namun saksi korban tidak bisa bangun karena 
seluruh badan korban sulit digerakkan, dan kemudian saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi terbangun dan mengatakan “kamu 




kecil”, kemudian Suryadi Bin Chandra alias Adi bangun dan 
memapah saksi korban menuju ke kamar mandi, dan setelah 
selesai buang air kecil kemudian saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi kembali memapah saksi korban kedalam kamar kost dan 
kemudian menidurkan saksi korban di kasur. Setelah saki korban 
terbaring kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi kembali 
naik di atas badan saksi korban dan kemudian memasukkan alat 
kemaluannya di dalam alat kemaluan saksi korban dan digoyang-
goyang naik turun sambil kedua tangannya memegang dan 
mengisap kedua buah dada saksi korban dan mencium leher, pipi, 
dan bibir saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, dan 
kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi berhenti 
menggoyang-goyangkan alat kemaluannya di dalam alat kemaluan 
saksi korban dengan posisi tertidur di atas badan saksi korban dan 
alat kemaluannya masih di dalam alat kemaluan saksi korban 
selama beberapa menit, kemudian saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin 
saksi korban dan kembali berbaring di samping saksi korban sambil 
mengelus-elus rambut saksi korban dan kemudian dia mengatakan 
“andaikan dulu tidak menolak saya kamu tidak akan kayak begini”, 
kemudian saksi korban mengatakan “saya salah apa”, kemudian 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi mengatakan “mungkin kamu 
sudah tidak ingat tetapi saya masih ingat”, dan kemudian sekitar 




Chandra alias Adi menyetubuhi saksi korban, namun korban 
kembali mencoba melakukan perlawanan, sehingga saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi mengatakan “mauko lagi 
kutempeleng kaya kemarin, terus hasil penjualan laptopmu tidak 
kukasih”, kemudian saksi korban mengatakan “tidak mau” dan 
kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi kalau begitu 
“ikutimi saja kemauanku”, sehingga saksi korban hanya pasrah saja 
pada saat saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi kembali 
menyetubuhi saksi korban. 
13) Bahwa saksi korban tidak melihat adanya cairan yang keluar dari 
alat kemaluan saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi karena pada 
saat menyetubuhi lampu kamar dipadamkan atau dimatikan oleh 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi. 
14) Bahwa saksi korban tidak mengetahui cairan apa yang keluar dari 
alat kemaluan saksi korban, namun saksi korban dapat memegang 
rok saksi korban, dan merasakan pada rok saksi korban ada cairan 
yang seperti menempel atau melengket seperti lem pada saat saksi 
korban memegangnya. 
15) Bahwa sebelum menyetubuhi saksi korban saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi terlebih dahulu melakukan kekerasan dan 
mengancam saksi korban. 
16) Bahwa adapun Suryadi Bin Chandra alias Adi melakukan 
kekerasan dengan menampar sisi kiri saksi korban sebanyak satu 




kanan saksi korban mengalami luka cakar, dan adapun saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi mengancam saksi korban dengan 
mengatakan akan menampar saksi korban, dan tidak menyerahkan 
hasil penjualan laptop miliki saksi korban, apabila saksi korban 
tidak melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengannya. 
17) Bahwa awalnya saksi korban disetubuhi oleh saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi, saksi korban melakukan perlawanan dengan 
berusaha melepaskan diri dari pegangan tangannya, dan yang 
berikutnya tetap berusaha melawan namun seluruh badan saksi 
korban terasa lemas dan sulit digerakkan. 
18) Bahwa selain menyetubuhi saksi korban saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi melakukan perbuatan cabul dengan memegang 
/mengisap buah dada, mencium leher, pipi dan bibir saksi korban.  
19) Bahwa saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi membohongi atau 
melakukan tipu muslihat menyuruh saksi korban meminum obat 
mengakibatkan mengantuk dan membuat seluruh badan lemas dan 
sukar digerakkan, sehingga mudah menyetubuhi saksi korban. 
20) Bahwa saksi korban dapat memperlihatkan bukti otentik berupa 
Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa saksi korban dilahirkan di 
Segeri Kabupaten Pangkep pada tanggal 28 Nopember 1995. 
21) Bahwa saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi mengetahui jika 
saksi korban masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat 




22) Bahwa kemungkinan ia merasa sakit hati karena pada saat SMU 
saksi korban pernah menolak ajakan saksi korban untuk pacaran. 
c. Saksi Ketiga 
Saksi ketiga adalah Herman Tuo alias Arman, umur 29 tahun, lahir di 
Tamarupa Kabupaten Pangkep, tanggal 05 Nopember 1982, warga 
negara Indonesia, suku Bugis, agama Islam, pekerjaan mahasiswa/ 
honorer penjaga sekolah SD Negeri 38 Tamarupa Kabupaten Pangkep, 
pendidikan SMA (tammat), alamat Desa Tamarupa Kecamatan 
Mandalle Kabupaten Pangkep. 
Menerangkan:  
1) Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 
bersedia di periksa dan  memberikan keterangan yang sebenarnya. 
2) Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa sekarang ini sehubungan 
laporan saudara H. Abdul  Azis tentang terjadinya tindak pidana 
persetubuhan atau membawa lari perempuan yang belum dewasa 
yang dialami oleh anak kandungnya saudari Annur Rizky Hidayana. 
3) Bahwa yang dilaporkan telah melakukan persetubuhan membawa 
lari anak kandung saudara H. Abdul Azis yang bernama Annur 
Rizky Hidayana adalah saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi. 
4) Bahwa dengan saudara H. Abdul Azis dan saudari Annur Rizky 
Hidayana saksi mengenalnya karena bertetangga kampung dengan 
saksi di Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Sedangkan 




bulan April 2012 pada saat saksi mengantar saudari Annur Rizky 
Hidayana bertemu dengannya di Makassar. 
5) Bahwa adapun saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi membawa 
saudari Annur Rizky Hidayana pada Rabu tanggal 04 April 2012 
sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Urip Sumuharjo Makassar, namun 
saksi tidak tahu kapan dan dimana saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi melakukan persetubuhan dengan Annur Rizky Hidayana. 
6) Bahwa saksi dapat mengetahui jika saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi yang membawa saudari  Annur Rizky Hidayana karena ia 
yang terakhir membonceng saudari Annur Rizkuy Hidayana pada 
saat saksi mengantar Annur Rizky Hidayana. Ke Makassar. 
7) Bahwa berawal pada saat saudari Annur Rizky Hidayana meminta 
tolong kepada saksi untuk mengantarnya (ojek) di Kabupaten 
Pangkep pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar pukul 14.00 
Wita, saksi dan saudari Annur Rizky Hidayana bertemu di poros 
Jalan Mandalle Kabupaten Pangkep, kemudian saudari Annur Rizky 
Hidayana menyuruh saksi mengantarnya ke Sigeri untuk mengambil 
helm, dan kemudian kami melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke 
Aspol Pangkep, dalam perjalanan tiba-tiba saudari Annur Rizky 
Hidayana memberitahukan jika ia akan menjual laptop miliknya ke 
Kota Pangkep untuk mencarikan pembeli laptop, namun di Kota 
Pangkep tidak ada yang berminat membeli, sehingga saudari Annur 
Rizky Hidayana menuju saksi mengantarnya ke Kabupaten Maros 




“lewatmi ini tempat yang kita mau datangi”, namun saudari Annur 
Rizky Hidayana tetap bersikeras untuk mencari pembeli laptop di 
Kota Maros sehingga saksi tetap mengantarnya, namun 
sesampainya di Kabupaten Maros kami tidak juga mendapatkan 
orang yang mau membeli laptop. Kemudian ia menghubungi 
seseorang bernama Suryadi Bin Chandra alias Adi, kemudian 
saudari Suryadi Bin Chandra alias Adi mengatakan “di MTC 
Karebosi saja kita jual karena adaji teman yang bisa antar”, 
sehingga akhirnya saksi mengantar saudari Annur Rizky Hidayana 
ke Kota Majassar, sesampainya di Makassar tepat di Jalan Tello 
kemudian saudari Annur Rizky Hidayana dari arah belakang 
memanggil saudari Annur Rizky Hidayana dan kemudian saksi 
mengikutinya sampai tiba di sebuah rumah kost, sekitar 30 menit 
kami berada di rumah kost tersebut, kemudian kami menuju ke 
rumah kost saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi di Jalan 
Pampang sekitar kurang lebih satu jam, kemudian kami 
meninggalkan rumah kost saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
dan kemudian kembali ke rumah kost teman saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi di Jalan Tello Makassar untuk mengambil salah 
seorang teman saudari Suryadi Bin Chandra alias Adi. Setelah itu 
kemudian kami berempat masing-masing saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi berboncengan dengan saudari Annur Rizky 
Hidayana sedang saksi dan teman saudara Suryadi Bin Chandra 




menggunakan kendaraan sendiri menuju ke MTC Karebosi, namun 
pada saat itu tidak ada yang membeli laptop tersebut, sehingga 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi mengusulkan untuk menjual 
laptop tersebut ke Computer City, karena saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi dan saat itu saksi di hububungi dan disuruh 
kembali ke Kabupaten Pangkep, sehingga saksi mengajak saudari 
Annur Rizky Hidayana untuk kembali pulang, namun saudari Annur 
Rizky Hidayana tetap mencari pembeli laptopnya, dan kemudian 
saudari Annur Rizky Hidayana menyuruh saksi pulang lebih dahulu 
karena masih ada tempat yang akan didatangi, karena saksi tidak 
menguasai jalan untuk pulang ke Pangkep, sehingga menyuruh 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi untuk mengantar saksi ke 
Jalan Urip Sumoharjo Makassar, setelah itu kami berpisah.  
8) Bahwa yang saksi ketahui jika saudari Annur Rizky Hidayana 
menginap di Makassar setelah saksi pulang ke Pangkep. 
9) Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hari saudari Annur Rizky 
Hidayana menginap di Makassar, juga tidak mengetahui bersama 
siapa Annur Rizky Hidayana menginap  di Makassar. 
10) Bahwa saksi ketahui sadara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
membawa saudari Annur Rizky Hidayana menuju ke Computer City 
untuk menjual laptop, setelah itu saksi tidak tahui lagi kemana 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi membawa saudari Annur 




11) Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan saudara Suryadi 
Bin Chandra alias Adi terhadap diri saudari Annur Rizky Hidayana 
pada saat bersama-sama di Makassar. 
12) Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi memberitahukan atau meminta ijin kepada orang 
tua saudari Annur Rizky Hidayana pada saat membawa atau 
bersama-sama dengannya. 
13) Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara saudari Annur 
Rizky Hidayana dengan saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
pada saat pergi bers Suryadi Bin Chandra alias Adi atau pada saat 
disetubuhi. 
14) Bahwa yang saksi ketahui saudari Annur Rizky Hidayana berusia 
16 (enam belas) tahun pada saat dibawa pergi dan disetubuhi oleh 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi. 
15) Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saudari Annur 
Rizky Hidayana setelah dibawa pergi atau disetubuhi oleh saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi. 
16) Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi, sehingga membawa pergi atau 
melakukan persetubuhan terhadap Annur Rizky Hidayana. 
17) Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang lain yangmengetahui 
jika saudari Annur Rizky Hidayana telah dibawa pergi atau 
disetubuhi oleh saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi. 




Saksi keempat saudara Muhammad Syahrir Syarifuddin, umur 19 
tahun, lahir di Manokwari, warga negara Indonesia, suku Bugis, agama 
Islam, pekerjaan mahasiswa UMI Fakultas Teknik, pendidikan terakhir 
SMA (tammat), alamat Jalan Sabutung Timur No.27 Makassar. 
Menerangkan: 
1) Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk 
diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. 
2) Saksi mengerti sehingga diperiksa sekarang ini sehubungan laporan 
saudara H. Abdul Azis atas terjadinya tindak pidana persetubuhan 
anak atau membawa lari perempuan yang belum dewasa. 
3) Bahwa adapun yang dilaporkan melakukan tindak pidana persetu-
buhan anak dan membawa lari anak perempuan adalah saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi dan yang menjadi korban adalah 
anak kandung H. Abdul Azis bernama Annur Rizky Hidayana. 
4) Bahwa dengan saudara H. Abdul Azis saksi tidak mengenalnya, 
saedangkan dengan saudari Annur Rizky Hidayana saksi 
mengenalnya sekitar Nopember 2011, sedangkan dengan saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi saksi mengenalnya sekitar bulan 
September 2011 dan merupakan teman satu kampus di Fakultas 
Teknik Sipil UMI dan ketiganya tidak ada hubungan keluarga. 
5) Bahwa yang saksi ketahui bahwa saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi bersama dengan saudari Annur Rizky Hidayana pada hari 
Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di 




tempat melakukan persetubuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 04 
April 2012 bertempat di rumah saudara Hasruddin Amirullah alias 
Ato yang beralamat di Jalan Kesadaran Lorong 1 Tello Makassar. 
6) Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 saat saksi 
dan saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi berkumpul di rumah 
Hasruddin Amirullah alias Ato di Jalan Kesadaran Lorong 1 Tello 
Makassar, kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
mengatakan jika saudari Annur Rizky Hidayana mau datang 
menjual laptop miliknya, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi datang bersama dengan 
saudari Annur Rizky Hidayana yang beboncengan dengan seorang 
lelaki yang saksi tidak ketahui namanya, namun tidak lama 
kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi, saudara Iswan 
dan saudari Annur Rizky Hidayana dan seorang lelaki yang saksi 
tidak ketahui namanya keluar untuk mencari pembeli laptop. 
Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi, saudara dan saudari Annur Rizky Hidayana kembali ke 
rumah saudara Hasruddin Amirullah alias Ato, sesampainya di sana 
kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi menyuruh saudari 
Annur Rizky Hidayana masuk ke dalam kamar yang kebetulan 
kosong, kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi masih 
tetap bercerita bersama-sama dengan teman-teman di ruang tamu, 
tidak lama kemudian saudari Annur Rizky Hidayana meminta laptop 




Suryadi Bin Chandra alias Adi masuk kedalam kamar dengan 
membawa laptop, dan kemudian keesokan harinya saksi dan 
teman-teman memanggil saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
untuk pergi ke kampus, kemudian ia mengatakan bahwa ia tidak 
bisa Suryadi Bin Chandra alias Adi ke kampus karena bersama 
dengan saudari Annur Rizky Hidayana, sehingga saksi pergi ke 
kampus dan sekitar pukul 18.00 Wita saksi kembali ke rumah 
saudara Hasruddin Amirullah alias Ato, sesampainya Hasruddin 
Amirullah alias Ato saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi sudah 
tidak ada, dan yang saksi ketahui jika saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi pulang ke rumah kostnya di Jalan Pampang IV Makassar. 
Kemudian pada hari Jum’at tanggal 06 April 2012 sekitar pukul 
07.00 Wita, saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi datang bersama 
dengan saudari Annur Rizky Hidayana  ke rumah saudara 
Hasruddin Amirullah alias Ato untuk meminjam motor milik saksi 
untuk mengantar saudari Annur Rizky Hidayana ke Pangkep. 
7) Bahwa yang saksi ketahui jika saudari Annur Rizky Hidayana tidur 
bersama-sama di dalam kamar pada saat berada di rumah saudara 
Hasruddin Amirullah alias Ato beralamat di Jalan Kesadaran Lorong 
1 Tello Makassar. 
8) Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi dan saudari Annur Rizky Hidayana lakukan pada 
saat tidur bersama-sama di dalam kamar pada saat berada di 




harinya saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi mengatakan “apa 
yang diberikan jika sudah melakukan hubungan supaya tidak jadi 
hamil”, sehingga saksi kaget dan kemudian saksi mengatakan 
“yang pernah saya dengar dikasi minun coca cola dan bodrex”.  
9) Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi melakukan kekerasan atau mengancam dengan 
kekerasan sehingga dapat melakukan persetubuhan dengan 
saudari Annur Rizky Hidayana. 
10) Bahwa pada saat saksi berada di rumah Hasruddin Amirullah alias 
Ato saksi tidak mendengar suara atau teriakan dari dalam kamar 
tempat saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi dan saudari Annur 
Rizky Hidayana  tidur bersama. 
11) Bahwa pada saat saksi berada di rumah Hasruddin Amirullah alias 
Ato saksi Bahwa pada saat saksi berada di rumah Hasruddin 
Amirullah alias Ato saksi tidak pernah melihat saudari Annur Rizky 
Hidayana keluar dari kamar dan hanya melihat saudari Annur Rizky 
Hidayana keluar dari kamar pada pagi hari sekitar pukul 07.00 Wita. 
12) Bahwa saksi melihat saudari Annur Rizky Hidayana keluar menuju 
ke kamar mandi dan saksi melihat keadannya biasa-biasa saja. 
13) Bahwa tidak mengetahui apakah saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi memberitahukan atau meminta ijin kepada orang tua atau 





14) Bahwa yang saksi ketahui saudari Annur Rizky Hidayana dengan 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi adalah hubungan pacaran. 
15) Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia Annur Rizky Hidayana 
pada saat dibawa pergi atau disetubuhi oleh saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi. 
 
e. Saksi Kelima 
Saksi kelima saudara Hasruddin Amirullah alias Ato, umur 20 tahun, 
lahir di Nabire, tanggal 13 Pebruari 1992, warga negara Indonesia, 
suku Bugis, agama Islam, pekerjaan mahasiswa UMI Fakultas Teknik 
Silpil, pendidikan terakhir SMA (tammat), alamat Jalan Kesadaran 
Lorong 1 Tello Makassar. 
Menerangkan: 
1) Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 
bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan yang 
sebenarnya. 
2) Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa pada saat sekarang ini 
yaitu sehubungan dengan adanya laporan dari saudara H. Abdul 
Azis tentang terjadinya tindak pidana persetubuhan atau membawa 
lari perempuan yang belum dewasa. 
3) Bahwa adapun yang dilaporkan melakukan pidana persetubuhan 
atau membawa lari anak perempuan adalah saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi, adapun yang korban adalah anak kandung 




4) Bahwa saudara H. Abdul Azis saksi tidak mengenalnya, sedangkan 
saudari Annur Rizky Hidayana saksi mengenalnya sekitar bulan 
Nopember 2011, sedangkan saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
saksi keenal sekitar bulan September 2011 teman satu kampus di 
Fakultas Teknik Sipil UMI, ketiganya tidak ada hubungan keluarga. 
5) Bahwa yang saksi ketahui saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
bersama dengan saudari Annur Rizky Hidayana pada hari Rabu 04 
April 2012 sekitas pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Kesadaran 
Lorong 1 Tello Makassar, tempat dan waktu persetubuhan, saksi 
tidak mengetahui persis kapan dan dimana kejadiaannya. 
6) Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 saat saksi 
dan saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi berkumpul di rumah 
Hasruddin Amirullah alias Ato di Jalan Kesadaran Lorong 1 Tello 
Makassar, kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
mengatakan jika saudari Annur Rizky Hidayana mau datang 
menjual laptop miliknya, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi datang bersama dengan 
saudari Annur Rizky Hidayana yang beboncengan dengan seorang 
lelaki yang saksi tidak ketahui namanya, namun tidak lama 
kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi, saudara Iswan 
dan saudari Annur Rizky Hidayana dan seorang lelaki yang saksi 
tidak ketahui namanya keluar untuk mencari pembeli laptop. 
Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saudara Suryadi Bin Chandra 




rumah saudara Hasruddin Amirullah alias Ato, sesampainya di sana 
kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi menyuruh saudari 
Annur Rizky Hidayana masuk ke dalam kamar yang kebetulan 
kosong, kemudian saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi masih 
tetap bercerita bersama-sama dengan teman-teman di ruang tamu, 
tidak lama kemudian saudari Annur Rizky Hidayana meminta laptop 
milik saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi, kemudian saudara 
Suryadi Bin Chandra alias Adi masuk kedalam kamar dengan 
membawa laptop, dan kemudian keesokan harinya saksi dan 
teman-teman memanggil saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi 
untuk pergi ke kampus, kemudian ia mengatakan bahwa ia tidak 
bisa Suryadi Bin Chandra alias Adi ke kampus karena bersama 
dengan saudari Annur Rizky Hidayana, sehingga saksi pergi ke 
kampus dan sekitar pukul 18.00 Wita saksi kembali ke rumah 
saudara Hasruddin Amirullah alias Ato, sesampainya Hasruddin 
Amirullah alias Ato saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi sudah 
tidak ada, dan yang saksi ketahui jika saudara Suryadi Bin Chandra 
alias Adi pulang ke rumah kostnya di Jalan Pampang IV Makassar. 
7)  Bahwa yang saksi ketahui jika saudari Annur Rizky Hidayana 
menginap satu hari di rumah saksi dan satu malam di rumah kost 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi di Jl Pampang IV Makassar. 
8) Bahwa saat saksi berada di rumah saudara Hasruddin Amirullah 




kamar tempat saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi dan saudari 
Annur Rizky Hidayana tidur bersama. 
9) Bahwa saksi tidak pernah melihat saudari Annur Rizky Hidayana 
keluar dari dalam kamar pada malam harinya, dan saksi hanya 
melihat saudari Annur Rizky Hidayana keluar dari dalam kamar 
pada malam hari ketika pukul 07.00 Wita. 
10) Bahwa yang saksi ketahui pada pagi hari saudara Suryadi Bin 
Chandra alias Adi membelikan makanan dan minuman diberikan 
kepada saudari Annur Rizky Hidayana. 
11) Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Suryadi Bin Chandra alias 
Adi memberitahu atau meminta ijin kepada orang tua saudari Annur 
Rizky Hidayana saat membawa atau bersama-sama dengannya. 
12) Bahwa yang saksi ketahui saudari Annur Rizky Hidayana dengan 
saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi adalah hubungan pacaran. 
13) Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia Annur Rizky Hidayana 
pada saat disetubuhi oleh saudara Suryadi Bin Chandra alias Adi. 
14) Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami saudari Annur Rizky 
Hidayana setelah disetubuhi oleh Suryadi Bin Chandra alias Adi. 
f. Pengakuan Tersangka 
Tersangka Suryadi Bin Chandra alias Adi, umur 18 tahun, lahir di 
Mallawa, tanggal 29 Maret 1994, warga negara Indonesia, suku Bugis, 
agama Islam, pekerjaan mahasiswa Fakultas Teknik Sipil UMI 




Cilellang Utara Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru/Jalan 
La’latang III Kota Makassar. 
Menerangkan: 
1) Bahwa tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 
bersedia di periksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya. 
2) Bahwa tersangka mengerti sehingga diperiksa saat sekarang ini se-
hubungan tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perse-
tubuhan anak dan membawa lari perempuan yang belum dewasa. 
3) .Bahwa pada saat pemeriksaan ini tersangka belum menggunakan 
hak untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum. 
4) Bahwa tersangka lahir di Mallawa Kabupaten Barru pada tanggal 
29 Maret 1994, anak pertama dari enam orang bersaudara dari 
pasangan ayah kandung atas nama Chandra dan ibu kandung atas 
nama Fatimah, tersangka bersekolah di SD Inpres Batu Pute 
Kabupaten Barru, dan kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 
Mallusetasi Kabupaten Barru, kemudian melanjutkan pada SMA 
Negeri 1 Mallusetasi Kabupaten Barru, dan kemudian melanjutkan 
pada jenjang perguruan tinggi Fakultas Teknik Sipil UMI Makassar. 
5) Bahwa sebelumnya tersangka tidak pernah dihukum atau terlibat 
dalam suatu perkara tindak pidana. 
6) Bahwa benar tersangka menyetubuhi anak kandung saudara H. 
Abdul  Azis yang bernama saudari Annur Rizky Hidayana, namun 




7) Bahwa dengan saudara H. Abdul Azis tersangka mengenalnya 
sekitar bulan April 2012 pada saat ia melaporkan tersangka kepada 
pihak yang berwajib jika telah melakukan persetubuhan atau 
membawa lari anaknya yang bernama saudari Annur Rizky 
Hidayana. Sedangkan dengan saudari Annur Rizky Hidayana 
tersangka mengenalnya sekitar tahun 2010 pada saat sama-sama 
bersekolah di SMA Negeri 1 Mallusetasi Kabupaten Barru, adapun 
tersangka berhubungan pacaran dengan saudari Annur Rizky 
Hidayana sejak tahun 2010. 
8) Bahwa adapun tersangka dan saudari Annur Rizky Hidayana 
melakukan persetubuhan pada hari Rabu malam tanggal 04 April 
2012 yang tersangka tidak ingat lagi dengan waktu atau jam 
bertempat di dalam kamar rumah teman tersangka yang bernama 
saudara Hasruddin alias Ato beralamat Jalan Kesadaran Tello 
Makassar sebanyak dua kali, dan pada hari Kamis tanggal 05 April 
2012 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di dalam kamar rumah 
kost tersangka Jalan Pampang IV Makassar yang tersangka 
lakukan sebanyak dua kali. 
9) Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 saat 
tersangka bersama saudari Annur Rizky Hidayana ke rumah teman 
tersangka yang bernama Hasruddin alias Ato yang beralamat di 
Jalan Kesadaran Tello Makassar, sesampainya di rumah tersebut 
tersangka menyuruh saudari Annur Rizky Hidayana untuk masuk 




masuk dalam kamar dan pada saat itu tersangka masih berada di 
luar bersama dengan teman-teman tersangka dan tidak lama 
kemudian saudari Annur Rizky Hidayana memanggil tersangka 
masuk ke dalam kamar dan kemudian saudari Annur Rizky 
Hidayana berbaring di atas kasur, sedangkan tersangka bebaring di 
lantai dengan jarak kurang lebih dua meter dari saudari Annur 
Rizky Hidayana, tidak lama kemudian secara tiba-tiba saudari 
Annur Rizky Hidayana naik di atas badan tersangka, kemudian 
mencium dan memeluk tersangka, dan kemudian saudari Annur 
Rizky Hidayana membuka baju dan celana tersangka, dan tidak 
lama kemudian saudari Annur Rizky Hidayana membuka rok 
celananya, dimana pada saat itu tersangka masih tertidur di bawah, 
kemudian saudari Annur Rizky Hidayana memegang alat kemaluan 
tersangka, dan kemudian dimasukkan ke dalam alat kemaluannya 
yang mana pada saat itu posisinya berada di atas badan tersangka, 
kemudian saudari Annur Rizky Hidayana menggoyang-goyangkan 
badannya naik turun di atas badan tersangka selama kurang lebih 
lima menit, dan kemudian tersangka merasakan air sperma 
tersangka akan keluar, sehingga tersangka mendorongnya dan 
kemudian air sperma keluarkan di lantai kamar, setelah itu kami 
berdua berpindah tempat di atas kasur dan kemudian sama-sama 
tidur, kemudian pada subuh hari tersangka bangun kemudian 
mencium kening sehingga saudari Annur Rizky Hidayana juga 




secara spontan tersangka naik di atas badan saudari Annur Rizky 
Hidayana, kemudian tersangka memasukkan alat kemaluannya ke 
dalam alat kemaluan saudari Annur Rizky Hidayana, kemudian 
tersangka goyang-goyangkan naik turun selama kurang lebih lima 
menit, setelah tersangkan merasakan sperma tersangka akan 
keluar kemudian tersangka mencabut alat kemaluan dari dalam alat 
kemaluan saudari Annur Rizky Hidayana, kemudian sperma 
tersangka tumpahkan di kasur, setelah itu kami berdua sama-sama 
tertidur. Keesokan harinya Kamis tanggal 05 April 2012 tersangka 
membawa saudari Annur Rizky Hidayana ke kamar kost tersangka 
di Pampang IV Makassar, sekitar pukul 20.30 Wita kami berdua 
bercerita, kemudian saudari Annur Rizky Hidayana membelai-belai 
rambut tersangka dan kemudian kami berdua berciuman, kemudian 
tersangka memegang kedua buah dada saudari Annur Rizky 
Hidayana, dan kemudian saudari Annur Rizky Hidayana memakai 
sarung dan melepas semua pakaiannya kemudia berbaring, setelah 
itu tersangka membuka celana dan naik di atas badan saudari 
Annur Rizky Hidayana memasukkan alat kemaluan tersangka ke 
dalam alat kemaluan saudari Annur Rizky Hidayana kemuan 
menggoyang goyangkan naik turun selama kurang lebih sepuluh 
menit, kemudian tersangka mengeluarkan alat kemaluan tersangka 
dari dalam alat kemaluan saudari Annur Rizky Hidayana dan 
menumpahkan sperma di lantai kamar, setelah itu kami berdua 




10) Bahwa tersangka tidak melakukan kekerasan atau mengancam 
dengan kekerasan sehingga tersangka dapat melakukan persetu-
buhan dengan diri saudari Annur Rizky Hidayana. 
11) Bahwa tersangka tidak melakukan tipu muslihat atau membujuk 
saudari Annur Rizky Hidayana sehingga ia mau melakukan 
persetubuhan dengan diri tersangka. 
12) Bahwa tersangka tidak pernah menjanjikan sesuatu sebelum atau 
sesudah melakukan persetubuhan dengan Annur Rizky Hidayana. 
13) Bahwa benar pada saat tersangka melakukan persetubuhan 
dengan saudari Annur Rizky Hidayana dari dalam alat kemaluan 
tersangka mengeluarkan air sperma. 
14) bahwa adapun tersangka mengeluarkan sperma di luar alat kelamin 
saudari Annur Rizky Hidayana untuk mencegah agar ia tidak hamil. 
15) Bahwa selain melakukan persetubuhan, juga mencium jidat, bibir, 
dan memegang buah dada dan paha Annur Rizky Hidayana. 
16) Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April  2012 sekitar pukul 16.00 
Wita, saudari Annur Rizky Hidayana menghubungi tersangka 
melalui handphone meminta bantuan tersangka untuk menjualkan 
laptop miliknya, kemudian tersangka mengiakan dan janjian di tugu 
Adipura Tello Makassar, saudari Annur Rizky Hidayana diantar  
saudara Arman, kemudian tersangka membawa ke rumah teman 
tersangka saudara Hasruddin alias Ato di Jalan Kesadaran Tello 
Makassar. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, tersangka ke MCT 




Rizky Hidayana dan teman tersangka bernama Iswan masing-
masing menggunakan motor sendiri, sesampainya di MTC, laptop 
milik itu tidak laku, sehingga berniat menjual laptop  ke Computer 
City, pada saat itu saudara Arman pulang terlebih dahulu ke 
Kabupaten Pangkep, kemudian tersangka membonceng saudari 
Annur Rizky Hidayana ke Computer City untuk menjual laptop 
tersebut tiba disana telah tutup, kemudian tersangka kembali ke 
rumah kost saudara Hasruddin alias Ato dan menginap satu 
malam, keesokan harinya tersangka membawa saudari Annur 
Rizky Hidayana ke rumah kost di Jalan Pampang IV Makassar 
menginap semalam. Pada Jum’at tanggal 06 April 2012 pukul 09.00 
Wita tersangka pulang ke Kabupaten Barru, dan saudari Annur 
Rizky Hidayana menuju ke Kota Pare-pare tersangka mengantar ke 
penginapan dan tersangka kembali ke rumah di Kabupaten Barru. 
17) Bahwa tersangka tidak pernah memaksa saudari Annur Rizky 
Hidayana minum obat pada saat bersama-sama dengan tersangka. 
18) Bahwa tersangka tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada 
orang tua saudari Annur Rizky Hidayana, karena pada saat itu 
tersangka dilarang untuk berbicara dengan orang tuanya. 
19) Bahwa tersangka ketahui saudari Annur Rizky Hidayana berumur 
17 (tujuh belas) tahun pada saat pergi bersama-sama dengan 




20) Bahwa tersangka melakukan persetubuhan karena diajak saudari 
Annur Rizky Hidayana melakukan persetubuhan diketahui dan 
disaksikan oleh Arman, Hasruddin alias Ato, Iswan dan Syahrir. 
21) Bahwa pada saat berada di rumah tersangka di Kabupaten Barru, 
orang tua saudari Annur Rizky Hidayana datang ke rumah 
tersangka ingin menebus laptop milik anaknya, dan mengajak 
tersangka ke Makassar menemui teman yang membeli laptop 
tersebut, sesampainya di Jalan Pampang I Makassar, tersangka 
dianiaya oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang.  
22) Bahwa tersangka akan mengajukan saksi meringankan yakni 
saudara Syahrir Syarifuddin dan saudara Hasruddin alias Ato.  
23) Bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan dapat  
dipertanggung-jawabkan.  
24) Bahwa pada saat memberi keterangan tersangka tidak merasa 
dipaksa, ditekan, atau diarahkan oleh pemeriksa.     
3. Dakwaan Jaksa 
Berdasarkan duduk perkara atau posisi kasus dan keterangan para 
saksi, serta pengakuan tersangka yang semuanya telah diuraikan di atas, 
maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa atau tersangka sebagai 
berikut: 
Dakwaan: 
Pertama, melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 





Kedua, melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 
Bahwa dakwaan tersebut di atas telah dibacakan dalam persidangan 
perkara tindak pidana tersebut. 
 
4. Tuntutan Pidana 
Tuntutan pidana (requisitoir) sesuai dengan uraian kasus atau 
duduk perkara dan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Suryadi Bin 
Chandra alias Adi oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut supaya 
Hakim/Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
a. Menyatakan terdakwa Suryadi Bin Chandra alias Adi s Suryadi Bin 
Chandra alias Adi,ecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” 
sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryadi Bin Chandra alias Adi 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun,dikurangkan selama 




c. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Suryadi Bin Chandra alias 
Adi,sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subside 4 
(empat) bulan kurungan. 
d. Menyatahan barang bukti berupa: 
-Tidak ada. 
e. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 
Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam 
siding hari ini, Kamis, tanggal 14 September 2012. 
 
5. Amar Putusan 
Putusan hakim berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Suryadi Bin Chandra alias Adi, dengan identitas 
tersebut di atas telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”. 
b. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh 
juta rupiah). 
c. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 
pidanya kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. 
d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalami terdakwa 




e. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 
f. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
6. Analisis Penulis 
Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa penerapa hukum pada 
putusan No. 1169/Pid,B/2012/PN.Makassar adalah sudah tepat yakni: 
a. Perbuatan terdakwa Suryadi Bin Chandra alias Adi sebagaimana diatur 
dan diancan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah terbukti. 
b. Sedangkan perbuatan terdakwa Suryadi Bin Chandra alias Adi sebagai 
diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, adalah tidak terbukti. 
Bahwa terdakwa didakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum berbentuk komulatif, maka Hakim/Majelis Hakim dapat 
menetapkan pasal dan ayat yang dapat dibuktikan sesuai dengan bukti-
bukti atau fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adalah Pasal 
81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, dengan pertimbangan hukum bahwa perbuatan terdakwa dilakukan 
secara terang-terangan berdasarkan keterangan saksi pelapor, saksi 
korban, dan tiga saksi lainnya, semuanya memberikan keterangan yang 
bersesuaian antara satu dengan yang lain, dimana locus delicti atau 
tempat terjadinya perkara tindak pidana persetubuhan anak di 2 (dua) 




Pampang IV Makassar dari kedua tempat tersebut masing-masing terjadi 
dua kali tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur.  
Sedangkan dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa, ketentuan pidana 
sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang 
dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, 
adalah tidak dapat dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar. 
Karena itu dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini, demi keadilan berdasarkan Tuhan 
Yang Maha Esa hanya menjatuhkan amar putusan yang sesuai dengan 
dakwaan pertama Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 
Bahwa fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari 
keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian 
satu dengan yang lain, sehingga hakim menemukan alat bukti petunjuk, 
bahwa tempat kasus dan locus delicti telah terjadi tindak pidana 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan 
persetubuhan denganya yang dilakukan oleh terdakwa Suryadi Bin 
Chandra alias Adi. 
Bahwa unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 





a. Unsur setiap orang; 
Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, adalah orang atau 
manusia sebagai subyek hukum yang dapat atau mampu bertanggung 
jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Sehubungan 
dengan itu dalam pemeriksaan di persidangan hakim telah mengatakan 
bahwa terdakwa Suryadi Bin Chandra alias Adi telah mengerti dan 
memahami materi atau isi dakwaan dan mampu mengikuti jalannya 
persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang 
ditunjukkan, maka terdakwa yang dalam kedudukannya selaku subyek 
hukum berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani memiliki hak 
dan kewajiwan untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatan 
melakukan tindak pidana yang memaksa anak untuk melakukan 
persetubuhan dengannya, sehingga tidak ada alasan pemaaf yang 
dapat menghapus pemidaan bari diri terdakwa. Dengan demikian 
berarti terdakwa selaku subyek hukum harus patuh dan taat atas 
ketentuan hukum dan rela menerima berapapun hukuman yang 
dijatuhkan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban yang 
menurut pertimangan hakim setimpal dengan perbuatannya, berati 
unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah 
menurut hukum. 
b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 





Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan 
mendengarkan keterangan para saksi dan surat petunjuk keterangan 
terdakwa yang terdiri atas:  
1) Keterangan saksi pelapor H. Abdul Azis, menerangkan bahwa anak 
kandungnya saudari Annur Rizky Hidayana berada di Makassar 
selama dua hari bersama dengan terdakwa, dan selama di 
Makassar saudari Annur Rizky Hidayana diinapkan di rumah kost 
teman terdakwa di Jalan Kesadaran Lorong 1 Tello Makassar, dan 
di rumah kost terdakwa Jalan Pampang IV Makassar. Biaya hidup 
saudari Annur Rizky Hidayana selama di Makassar dibiayai 
terdakwa dari hasil penjualan laptop milik saudari Annur Rizky 
Hidayana yang tidak diserahkan kepadanya. 
2) Keterangan saksi korban Annur Rizky Hidayana, menerangkan 
bahwa pada saat saksi korban bersama dengan terdakwa yang         
bermalam di rumah teman terdakwa di Jalan Kesadaran Lorong 1 
Tello Makassar, dan di rumah kost terdakwa di Jalan Pampang IV 
Makassar selama satu malam, dan pada awalnya kami terpisah, 
namun stelah saksi korban tertidur secara tiba-tiba terdakwa telah 
berada di atas kasus dan terjadilah pemaksaan dengan kekerasan 
menyetubuhi saksi korban sebanyak dua kali.  
3) Keterangan saksi Muhammad Syahrir Syarifuddin, menerangkan 
bahwa yang saksi ketahui terdakwa dan saksi korban tidur bersama 
di dalam kamar pada saat berada di rumah kost saksi Hasruddin 




4) Keterangan saksi Hasruddin Amirullah Alias Ato, menerangkan 
bahwa yang saksi ketahui terdakwa dan saksi korban tidur bersama-
sama di dalam kamar pada saat keduanya berada di rumah kost 
saksi di Jalan Kesadaran Lorong 1 Tello Makassar. Hal ini berarti 
keduanya telah melakukan persetubuhan. 
5) Keterangan terdakwa Suryadi Bin Chandra alias Adi menerangkan 
bahwa, terdakwa membawa saksi korban ke rumah kost teman 
terdakwa saudara Hasruddin Amirullah Alias Ato di Jalan Kesadaran 
Lorong 1 Tello Makassar, sesampainya terdakwa menyuruh saksi 
korban tidur di dalam kamar rumah tersebut. 
          Berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka tersebut dapat 
disimpulkan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan 
dengannya atau orang lain”, telah terbukti secara sah menurut hukum. 
Sehubungan dengan itu dalam Pasal 287 KUHP berbunyi: 
“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, 
sedang diketahuinya atau harus disangkanya bahwa umur perempuan itu 
belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa 
perempuan itu belum masanya untuk kawin dihukum penjara selama-
lamanya 9 (sembilan) tahun” yang  menurut R. Soesilo (1998 : 210) 
mengatakan bahwa: 
Perempuan itu harus yang bukan isterinya…“Persetubuhan” itu 
betul-betul dilakukan … Sipelanggar harus mengetahui atau patut 
dapat menyangka bahwa perempuan itu belum cukup berumur 16 
tahun, atau bila umur itu tidak nyata bahwa perempuan itu belum 





Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
mulai dari keterangan saksi pelapor H. Abdul Aziz, saksi korban Annur 
Rizky Hidayana, saksi Muhammad Syahrir Syarifuddin, saksi Hasruddin 
Amirullah Alias Ato, dan terdakwa sendiri Suryadi Bin Chandra alias Adi, 
semuanya memberikan keterangan yang bersesuaian dengan fakta-fakta 
yang diterangkan di atas, yakni perempuan yang bukan isterinya dipaksa 
melakukan persetubuhan dengannya, persetubuhan itu benar-benar 
terjadi pada tanggal 04 dan 05 April 2012 di dua tempat masing-masing 
dua kali. Sipelanggar atau terdakwa mengetahui atau patut dapat 
menyangka bahwa perempuan itu belum cukup berumur 16 tahun, atau 
bila umur itu tidak nyata bahwa perempuan itu belum masanya untuk 
kawin, hal ini juga merupakan fakta yang telah terungkap  di  persidangan. 
Sedangkan peristiwa tersebut adalah delik aduan juga telah dilakukan 
oleh saksi pelapor yakni orang tua saksi korban. 
Oleh karena terdakwa Suryadi Bin Chandra alias Adi berumur 18 
tahun yang ditunjukkan dengan Akte Kelahiran bahwa ia lahir pada 
tanggal 29 Maret 1994 berarti sudah berusia 18 tahun 6 hari ketika 
kejadian perkara, ini berarti tergolong anak remaja yang dapat di 
berlakukan pemidanaan orang dewasa karena berumur di atas 18 tahun, 
meskipun pidana penjara 3 (tiga) tahun ditambah denda Rp. 60.000.000,- 
dengan kurungan 2 (dua) bulan apabila denda tidak dipenuhi terdakwa, 
semuanya iru adalah ancaman pidana minimal yang dijatuhkan oleh 




yang di atur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak.  
Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami 
kesakitan pada alat kemaluannya berdasarkan Visum Et Repertum atas 
nama Annur Rizky Hidayana No.VER/03/V/2012/RUMKIT, tanggal 03 Mei 
2012 yang ditandatangani oleh dr. Suzanna S. Pakasi, Sp.OG, dengan 
hasil bahwa: Alat kelamin: Pemeriksaan Luar, liang sanggama tanpak 
robekan selaput dara pada arah jam tiga, jam sembilan dan jam dua belas 
hingga ke dasar. Tampak kemerahan pada dasar alat kelamin luar bagian 
bawah, tidak tampak cairan putih, kesan robekan lama pada selaput dara. 
Hasil visun et refertum inilah yang menjadi salah satu bukti yang 
memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang mengadili perkara ini 
menjatuhkan amar putusan yang dinilai setimpal dengan perbuatannya. 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak (Studi Kasus 
Putusan No,1169/Pid.B/2012/PN. Mks) 
  
Putusan hakim sering pula disebut putusan pengadilan yang dalam 
Pasal 1 ayat (11) KUHAP berbunyi: “Putusan Pengadilan adalah 
pernyataan hakin yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan 




ini”. Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim didasarkan pada bukti 
fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. 
Sehubungan dengan itu dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana berbunyi: 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. 
 
Karena itu putusan hakim merupakan faktor penting dalam 
menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim merupakan puncak dari 
pada pergelaran perkara di pengadilan, untuk itu hakim dalam 
menjatuhkan amar putusan haruslah mengedepankan sikap kehati-hatian, 
agar putusanya benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi mereka 
yang berperkara.  
Sebagaimana diketahui bahwa hakim memiliki tiga bentuk putusan 
yang dalam siding pengadilan yakni, putusan bebas (vrisjpraak) dapat 
diambil jika salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti, 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alie 
rechtsvervolging) jika perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum tetapi perbuatan tersebut bukanlah 
merupakan tindak pidana, dan putusan pemidanaan (veroordeling) jika 
semua unsur dakwaan dapat diungkap fakta-faktanya dalam pengadilan. 
Demi tegaknya keadilan dan kebenaran yang berdasarkan Tuhan 
Yang Maha Esa, maka dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP berbunyi: 
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus 




a. Persesuainya antara keterangan saksi atau dengan yang lain. 
b. Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya. 
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan tetentu. 
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang 
pada umumnya dapat mempengaruhi, dan dapat tidaknya 
keterangan itu dipercaya. 
 
Selama persidangan Majelis Hakim tidak hal-hal yang dapat 
melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban terdakwa baik dalam 
alasan pemaaf,  sebagai alasan pembenar, karena itu maka Majelis Hakim  
berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus dipertanggung-
jawabkan kepadanya, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi hukuman pidana yang didakwakan kepadanya. Sehubungan 
dengan itu demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara 
pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidangan dengan Hakim 
Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut : 
Suryadi Bin Chandra alias Adi, umur 18 tahun, lahir di Makassar 
tanggal 29 Maret 1994, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, 
suku Bugis, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Kampung 
Cilellang, Desa Cilellang Utara, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru 
dan Jalan La’latang III Kota Makassar. 
Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai sekarang. 
Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, dalam perkara ini 
menyatakan akan menghadapi sendiri. 
Pengadilan Negeri tersebut; 




Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa di 
persidangan; 
Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum; 
Setelah memperhatikan pembelaan/permohonan terdakwa; 
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg Per:PDM/MKS/Ep.2/07/ 
2012 tanggal 28 Juni 2012 dibacakan di persidangan yang pada pokoknya 
terdakwa didakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini. 
Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak 
mengajukan eksepsi/tangkisan. 
Menimbang, bahwa disamping barang bukti Penuntut Umum di 
persidangan juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar 
keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama H. Abdul Azis, 
Annur Rizky Hidayana, Heman Tao alias Arman, Muhammad Syahrir 
Syarifuddin, dan Hasruddin Amirullah alias Ato. 
Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah 
membacakan tuntutan pidananya, yang pada pokoknya memohon Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Suryadi Bin Chandra alias Adi secara sah dan 
meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk 




sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) 
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryadi Bin Chandra alias Adi 
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama 
terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. 
c. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Suryadi Bin Chandra alias 
Adi sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subside 4 
(empat) bulan kurungan. 
d. Menyatakan barang bukti berupa: 
Tidak ada. 
e. Menetapkan agar tedakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara 
lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan dihukum 
seringan-ringannya. 
Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan secara 
lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atau dikum 
seringan-ringannya. 
Menimbang bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan telah 
didakwa oleh Penuntut Umum melakukan kejahatan sebagai berikut: 
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam 





Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 
beberapa saksi atas sumpah menurut agamanya masing-masing antara 
lain sebagai berikut: 
H. Abdul Azis, Annur Rizky Hidayana, Heman Tao alias Arman, 
Muhammad Syahrir Syarifuddin, dan Hasruddin Amirullah alias Ato. 
Telah memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan kepada 
penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan 
dimana keterangannya pada pokoknya telah mendukung dakwaan 
Penuntut Umum dan memberatkan perbuatan terdakwa. 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti  
dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang 
yang telah dibawa pada saat terdakwa melakukan kejahatannya tersebut. 
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, dan 
keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini. 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka 
didapatlah fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang 
didengar dibawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling 
berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa, serta dengan 
diajukan barang bukti di persidangan, maka unsur-unur yang terkandung 
dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh 
perbuatan terdakwa. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam 




terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan majelis yakni 
akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai berikut. 
Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan penghapus 
pidana baik alasan pembenar maupun dalam alasan pemaaf dalam 
perbuatan terdakwa tersebut, sehingga perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. 
Menimbung, bahwa majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan yang didakwakan karenanya harus dihukum pula 
untuk membayar ongkos perkara. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka 
penahanan harus tetap dilanjutkan, agar terdakwa tidak menghindarkan 
dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa lamanya terdaklwa dalam tahanan seluruhnya 
harus dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
Menimbang, bahwa barang bukiti yang diajukan di persidangan 
haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang paling berhak. 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa , terlebih dahulu majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang 
ada pada diri terdakwa baik hal hal yang memberatkan maupun yang 
merigankan terdakwa, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat 




Hal-hal yang meberatkan: 
- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain luka dan meresahkan 
masyarakat.    
Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa mengakui serta menyesali kesalahan dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya. 
- Terdakwa masih berstatus mahasiswa. 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
Demikianlah pertimbangan hukum hakim yang diputuskan dalam 
rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 
September 2012, oleh Janverson Sinaga, SH, MH., sebagai Hakim Ketua 
Majelis, Maringan Marpaung, SH, MH., dan Suprayogi, SH., masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam siding 
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan 
didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sugeng, 
SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta 
dihadiri oleh Hj. Muliaty L, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Negeri Makassar, serta dihadap terdakwa Suryadi Bin Chandra 
alias Adi yang statusnya ketika jatuh amar putusan menjadi terpidana 
yang tetap ditahan menjalani hukuman pidana penjara. 
 
Komentar Penulis  
Bahwa berbagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan 




dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang 
terkait. Karena dampak dari tindak pidana kejahatan terpidana telah 
meresahkan para orang tua dan warga masyarakat yang memiliki putri 
remaja yang masih di bawah umur. Dimana perbuatan terdakwa yang 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak 
untuk melakukan persetubuhan dengannya. telah melanggar Pasal 81 
ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, dimana semua unsur-unsur pasal tersebut telah terpehuhi. 
Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah diupayakan 
sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Meskipun 
demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas 
amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini nampanya saksi 
pelapor dan saksi korban menginginkan hukuman berat sesuai ancaman 
dalam pasal yang didakwakan yakni, maksimal 15 (lima belas) tahun dan 
denda maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Namun dalam 
amar putusan Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara yang 
minimal yakni 3 (tiga) tahun dan denda minimal Rp. 60.000.000,- (enam 
puluh juta rupiah) yang apabila terdakwa tidak melunasinya diganti 
dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.  
Dipandang dari segi dampak negatif perbuatan terdakwa terhadap 
saksi korban yang merasa sakit pada alat kemaluannya karena selaput 
dara telah robek yang membuatnya tidak perwan lagi. Hal ini membawa 
konsekwensi penilaian negateif dalam interaksi sosial masyarakat, suatu 




dengan uang berapapun untuk menggatinya tidak akan terbayarkan 
sampai mati. Dampak psikologi dan kejiwaan yang membawa trauma 
sepanjang hajat hidup saksi korban tidak terkirakan entah kapan akan 
erakhir, mungkin penderitaannya akan dibawa keliang lahat. Karena 
setiap kali melihat lelaki maka bayangan kejadian tersebut tidak 
terhindarkan, belum lagi rasa malu kepada teman-teman sebaya semakin 
menindih perasaan. Sungguh suatu kesialan yang teramat sangat.  
Dari hasil wawancara dengan salah seorang Hakim Anggota yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini mengungkpkan bahwa: Salah satu 
pertimbangan hukum hakim atas amar putusan terhadap terdakwa 
Suryadi Bin Chandra alias Adi,  adalah pertimbang tentang hal-hal yang 
meringankan antara lain terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan 
mengulanginya, terdakwa masih berusia muda yaitu 18 (delapan belas) 
tahun 6 (enam) hari ketika kasus ini terjadi, terdakwa masih berstatus 
sebagai mahasiswa yang diharapkan memiliki masa depan, terdakwa 
bersikap sopan dalam persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum. 
Dalam pertimbangan hukum yang demikian inilah sehingga hakim 
menjatuhkan hukuman yang minimal, sebagaimana ancaman hukuman 
yang tertera dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 
 120 
BAB  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan seluruh rangkaian hasil penelitian dan pembahasan 
pada bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus tindak pidana 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk 
melakukan persetubuhan dengannya, telah sesuai dengan perundang 
undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat 
(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap 
dalam persidangan baik dari keterangan saksi pelapor, saksi korban, 
dan saksi-saksi lainnya, maupun pengakuan terdakwa yang sehat 
jasmani dan rohani dianggap mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya, 
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No.1169/Pid.B/2012/PN 
Makassar telah sesuai dengan KUHAP, berdasarkan keterangan para 
saksi dan pengakuan terdakwa dengan alat bukti dalam persidangan, 
serta pertimbangan yuridis hakim dengan hal-hal yang memberatkan 
terdakwa, disertai pertimbangan hal-hal dapat meringankan terdakwa, 
dengan memperhatikan undang-undang yang terkait, serta diperkut 





Dari kesimpulann tersebut di atas dapat diberikan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Putusan ringan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang menerapkan 
ancaman sanksi pidana minimal, dapat membuat terdakwa/terpidana 
tidak merasakan efek jera yang kemungkinan dapat mengulangi 
perbuatannya setelah selesai menjalani pidanya. Karena itu 
disarankan agar pada kasus yang sama dapat dijatuhkan pidana 
seperdua dari ancaman sanksi pidana maksimal, agar lebih 
mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang berperkara. 
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar 
putusan dalam perkara ini, masih perlu lebih diperketat dengan tetap 
mengedepankan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara, 
sehingga mampu memuaskan semua pihak, dan sekaligus dapat 
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DAFTAR PERTANYAAN DWAWANCARA 
A. Pertanyaan Untuk Jaksa Penuntut Umum 
 
Apa yang menjadi masalah dalam penyusunan dakwaan dan 
tuntutan perkara perkosaan anak di bawah umur dalam Putusan 


















B. Pertanyaan Untuk Penasehat Hukum 
 
Bagaimanakah upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
Penasehat Hukum Terhadap terdakwa pemerkosa yang masih 
tergolong anak di bawah umur (18), tetapi diperlakukan dalam 
persidangan perkara biasa dalam Putusan Perkara Pidana 



















C. Pertanyaan Untuk Panitera 
 
Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh Panitera dalam 
pencatatan Putusan Hakim yang menyangkut Perkara Pidana 


















D. Pertanyaan Untuk Hakim Ketua Majelis 
 
Faktor-faktor apakah menjadi pertimbangan hukum hakim dalam 
mengadilai terdakwa pemerkosa di bawah umur (18) yang diadili 
dalam peradialan biasa dan bukan peradilan anak, meskipun 
korban perkosaan juga anak di bawah umur (16), dalam Putusan 
Perkara Pidana No.1169/Pid. B/2012/PN. Mks, yaitu: No.1169/Pid. 



















E. Pertanyaan Untuk Hakim Anggota 
 
Masalah apa saja yang dihadapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar dalam mengadili perkara perkosaan yang dilakukan oleh 
anak di bawah umur (18) terhadap korban perkosaan anak 
perempuan yang juga masih di bawah umur (16). Akan tetapi 


















Terima kasih atas informasi yang dirikan oleh Bapak-bapak melalui 
wawancara ini sehubungan dengan penelitian yang kami lakukan. 
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